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BAB.I.
[bookmark: _Toc476564282]PENDIDIKAN  YANG  BERMARTABAT

1. [bookmark: _Toc476564283]Pendahuluan 
Mendidik merupakan usaha sadar manusia mengorganisir lingkungan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran. Mengorganisir lingkungan adalah upaya sadar dengan melihat potensi lingkungan kemudian merespon peserta didik sehingga terjadi transformasi menuju pada terbentuknya proses pembelajaran (Sudjarwo:2009). Mengacu pada batasan di atas; maka dapat dikatakan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan itu merupakan usaha sadar manusia dalam melakukan transformasi dari satu generasi ke generasi berikut. 
Proses trasformasi ini termasuk didalamnya adalah transformasi nilai, baik dalam arti yang universal, maupun yang bersifat artifisial. Nilai-nilai universal seperti kejujuran, menghargai perbedaan, adalah satu contoh sistem nilai yang harus diejawantahkan di dunia pendidikan. Demikian juga dengan nilai yang bersifat artifisial seperti; sopansantun dengan orang tua, guru, teman; adat istiadat setempat. Hal ini diperlukan karena kedua duanya merupakan panduan untuk perpaduan dari sistem nilai.  
Nilai-nilai universal dan artifisial ini seyogyanya sudah termuat dalam bahan ajar dari setiap jenis pembelajaran di Indonesia. Hal ini dapat kita simak dari pendapat Soedijarto (diunduh, Desember 2015) bahwa tujuan pendidikan yang selama ini dirumuskan dalam berbagai UU Pendidikan Nasional kita, akan terbaca betapa pendidikan nasional diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia yang;
a.Religius dan bermoral
b.Yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan
c.Yang sehat Jasmani dan Rohani
d.Yang berkepribadian dan bertanggungjawab.
Keempat karakteristik manusia tersebut hakekatnya bersifat universal dan dalam pengejawantahannya perlu adanya rumusan operasional untuk membumikannya. Namun dapat dipastikan bahwa peran kunci untuk membumikan nilai-nilai tersebut sebenarnya adalah guru, karena guru yang memiliki otoritas menggelar pembelajaran, baik di muka kelas, maupun dalam kehidupan sehari-hari. 
Langkah pemerintah sudah tepat dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan meningkatkan kualitas guru. Kedua langkah tersebut merupakan langkah yang sangat strategis guna menjadikan Manusia Indonesia yang bermartabat melalui pendidikan.  Anggaran pendidikan untuk 2016 sebesar 419,2 triliun, dengan sebaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.49,2 Triliun, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp. 39,5 Triliun, Kementerian Agama Rp. 46,8 Triliun (Bambang Brojonegoro, 2015). Angka-angka tersebut merupakan terbesar sepanjang sejarah berdirinya republik ini. 
Oleh Sebab itu konsentrasi kajian pada makalah ini adalah bagaimana keterkaitan antara anggaran pendidikan di sisi lain, dan Partisipasi Guru, murid dan Orang tua/masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang bermartabat.  
[bookmark: _Toc476564284]2. Partisipasi Pemerintah Melalui Anggaran Pendidikan
Semenjak ditetapkannya 20 % angaran pendidikan dari APBN, Indonesia secara bertahap memenuhi ketentuan undang-undang itu. Kecenderungan peningkatan anggaran dapat dilihat pada slide berikut:
[image: C:\Users\User\Desktop\1777_img.jpg]
Sumber : Kemendiknas 2012.

Pada tahun 2016 anggaran tersebut menjadi 419,2 Triliun, dan ini merupakan lompatan sejarah yang luar biasa, hanya persoalannya kemana arah anggaran tersebut, hal ini perlu kajian tersendiri.
Dipandang dari sudut tingkat partisipasi, maka pemerintah sudah dengan sungguh-sungguh untuk membangun sumberdaya manusia berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai pintu masuk untuk menciptakan manusia indonesia yang bermartabat. 
[bookmark: _Toc476564285]3. Partisipasi Guru, Murid Dan Orang Tua/ Masyarakat
Guru sebagai unsur penting sebagai penyelenggara pendidikan telah disiapkan dana untuk tunjangan profesi pada tahun 2015 ini sebesar 70.252.7. milyar, dengan harapan tunjangan ini menjadikan guru menjadi lebih kapabel guna menggelar proses pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagai gambaran dapat dilihat bagaimana postur anggaran pendidikan dan keberpihakannya pada Guru dan Siswa berikut ini. 
[image: C:\Users\User\Desktop\undang-undang-23-tahun-2014-terhadap-kebijakan-anggaran-pendidikan-2016-plk-26-638.jpg]
Sumber : Diknas, 2015

Akan tetapi tunjangan profesi ini pada proses perkembangannya menjadi “liar”, dalam arti di wilayah Pemerintah Daerah menjadi rawan korupsi, pada tataran Pemerintah Pusat menjadi wilayah sensitif secara politik. Sementara ditangan guru menjadi ranah “transaksi” untuk kepentingan pribadi. Ujian Kompetensi Guru (UKG) saja yang jelas tujuannya untuk pemetaan kemampuan guru, sering diberi makna ganda, dan dikaitkan dengan pencabutan tunjangan profesi.
Harus dipahami bahwa apapun usaha yang dilakukan pemerintah, jika tidak disertai perubahan sistem pembelajaran di muka kelas yang digelar oleh guru, maka usaha tersebut dapat dikatakan gagal. 
Partisipasi murid dan orang tua/masyarakat sering dimaknai berbeda. Pada era sekarang partisipasi lebih dimaknai “apa yang sudah diberikan pemerintah kepada mereka” bukan “ apa yang mereka lakukan untuk pemerintah “ . Kehadiran negara lebih dimaknai memberikan pelayanan gratis kepada mereka. Jika merujuk pada bentuk partisipasi pemerintah dapat kita lihat ada 31.298.3 milyar tahun 2015 ini diluncurkan dana Bantuan Operasional Sekolah. Belum lagi APBD yang memberikan layanan gratis kepada biaya operasional siswa, dalam bentuk ; Baju Seragam, Uang Sumbangan Pendidikan, bahkan untuk daerah tingkat dua tertentu memberikan bantuan Bus Sekolah Gratis. 
tertentu memberikan bantuan Bus Sekolah Gratis. 
Terlepas dari penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, ternyatan kehadiran negara sudah cukup maksimal untuk mengawal terselenggaranya pendidikan yang baik, dan menuju Pendidikan yang Bermartabat. Sekarang berpulang kepada mental penyelenggara pendidikan, terlepas peran mereka sebagai Guru, Pegawai Dinas Pendidikan, atau Orang Tua Siswa.
[bookmark: _Toc476564286]4. Kasuistis Yang Mengganggu
Keberhasilan dan keberpihakkan di atas pada ranah praksis sayangnya masih dijumpai hal-hal yang menciderai maksud baik penyelenggara negara yang dilakukan oleh oknum, baik secara individu maupun berjamaah. Hal-hal yang mengganggu tersebut diantaranya ialah:
Pemerintah Daerah
Masih ada pemerintah daerah yang melakukan pembiaran akan masalah pendidikan di daerahnya karena alasan bukan kewenangan, ketidakadaan anggaran, tidak bernilai tawar politis. Di samping adanya oknum baik secara sendiri-sendiri atau berjamaah, dengan berlindung pada sistem yang dibuat, melakukan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. 
Melakukan pengangkatan/ pemutasian/ pemberhentian Kepala Sekolah dan atau Pimpinan Penyelenggara Pendidikan lainnya dengan alasan rasional, pada hal penyebabnya sesuatu yang tidak rasional. Akibatnya keberlangsungan mutu pendidikan tidak dapat berkesinambungan. Kreteria-kreteria akademis yang telah disusun sebagai standarisasi dari suatu profesi, bisa hancur karena alasan politis.
Guru
Masih ada guru yang bersertifikasi tidak memanfaatkan dana sertifikasi guna peningkatan kemampuan mengajarnya, sehingga banyak penelitian menemukan hasil tidak ada beda kualitas pembelajaran di muka kelas, antara guru yang bersertifikasi dengan yang tidak bersertifikasi.
Dana sertifikasi lebih disimpangkan kepada kegiatan yang tidak ada hubungan dengan peningkatan kualitas guru, bahkan ada justru merusak profesionalitas guru; dengan cara melakukan “penipuan” penyusunan Angka Kredit Guru dengan cara membayar pada oknum tertentu guna memperlancar kenaikan pangkat. Akibatnya tidak ada hubungan yang signifikan antara Guru yang memiliki pangkat/golongan tinggi dengan kualitas pembelajarannya yang di gelar di muka kelas. 
Orang Tua/Masyarakat
Orang tua masih banyak beranggapan bahwa sekolah tidak lebih sebagai “Panti Asuhan” untuk anak-anaknya; sehingga sekolah harus menanggung semua kebutuhan anaknya. Orang tua tidak mampu membedakan kebutuhan fungsional dan kebutuhan dasar, sehingga menuntut sekolah menyediakan semua kebutuhan anaknya. Hal ini diperparah dengan slogan dari pimpinan daerah waktu kampanye mencalonkan diri menjadi pimpinan pemerintah daerah dengan “SEKOLAH GRATIS” nya. Multitafsir tentang ini mengakibatkan partisipasi masyarakat yang dimungkinkan dalam dunia pendidikan menjadi rendah.
Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan dana yang besar, dengan disertai partisipasi semua pihak pada dunia pendidikan yang tinggi, maka mutu pendidikan akan tinggi pula. Semuanya akan bermuara pada bangsa yang bermartabat. Secara skematik, model Peran Pendidikan Menuju Bangsa Yang Bermartabat dapat dilihat dalam bagan berikut ini:
[image: model peran pendidikan]
Sumber: Sudjarwo: 2009

[bookmark: _Toc476564287]5. Kesimpulan
Menyimak uraian di atas maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik :
Pertama, bahwa negara telah dengan sungguh sungguh meningkatkan anggaran pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dengan harapan kenaikan kualitas pendidikan warganya akan berdampak pada makin meningkatnya martabat bangsa ini ditengah pergaulan dunia.
Kedua, bahwa apapun pembaharuan pendidikan, jika tidak menyentuh pembaharuan guru dalam menggelar proses pembelajaran; maka pembaharuan itu tidak akan berdampak pada perubahan kualitas pendidikan. 


[bookmark: _Toc476564288]DAFTAR PUSTAKA
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[bookmark: _Toc476564290]BUDAYA MUTU DI PERGURUAN  TINGGI
[bookmark: _Toc476564291](Konsep Filosofis)

1. [bookmark: _Toc476564292]Pendahuluan
Berbicara masalah mutu untuk saat ini adalah merupakan suatu keharusan untuk semua bidang, termasuk juga pelayanan akan penyelenggaraan perguruan tinggi. Bahkan kemudian ukurannya dibakukan dengan nama Baku Mutu. Sehingga semua memiliki ukuran jelas dan terukur, baik dalam pengertian kuantitas maupun kualitas.
Banyak Perguruan Tinggi semula diminati, kemudian ditinggalkan oleh peminatnya, karena dalam proses perjalanan waktu, mereka mengabaikan mutu. Tidak jarang juga semula ada Perguruan Tinggi yang dilihat sebelah mata, seiring perjalanan waktu menjadi perhatian banyak orang, karena mutu menjadi acuan.
Perkembangan serupa di atas adalah sesuatu yang wajar di dunia pendidikan, karena perubahan adalah sesuatu keharusan, hanya tinggal bagaimana kita mendisain perubahan itu agar menuju kea rah yang lebih baik. Walaupun hal tersebut tidak semudah membalik telapak tangan.
2. [bookmark: _Toc476564293]Pengertian Budaya Mutu
Budaya mutu memiliki akar pada budaya organisasi (Kujala dan Ullrank , 2004:48), karena budaya mutu adalah merupakan subsistem dari budaya orgnisasi. Menurut Robbins (2001:525), budaya organisasi merupakan sistem makna bersama terhadap nilai-nilai primer yang dianut bersama dan dihargai organisasi, yang berfungsi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, menciptakan rasa identitas bagi para anggota organisasi, dan mempermudah munculnya komitmen kolektif.
Menurut Sharpin (1995:225) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk melahirkan norma perilaku organisasi. Norma perilaku organisasi ini akan memunculkan tatalaku yang menjadi wajib bagi warganya untuk mematuhinya.
Berkaitan dengan tatalaku ini menurut Stoner (1996:246) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan cognitive framework yang meliputi sikap, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan-harapan yang disumbangkan oleh anggota organisasi.
Sedangkan budaya mutu menurut Goetsch D.L dan Davis D.L (2002:110) adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus menerus. Budaya mutu sendiri terdiri dari:
[bookmark: _Toc476564294]a. Filosofi
Mutu bukan hanya sekedar kata kerja, akan tetapi memiliki makna yang lebih dalam dan mengandung ajaran tertentu. Pendapat yang mengatakan “sesuatu itu akan baik, jika diserahkan kepada ahlinya” merupakan pengakuan filosofis bahwa “mutu” itu menjadi kerangka dasar untuk menjadikan sesuatu itu selalu terjaga. Konsep ontologi  mutu adalah bawaan dari kata mutu itu sendiri, dengan kata lain bahwa penjelasan mutu secara filosofis sudah dijelaskan oleh kata mutu itu sendiri. 
Gradasi akan sesuatu yang membangun persepsi pada manusia, secara otomatis kita terperangkap pada kualitas dari sesuatu tadi. Kualitas yang berpadanan dengan kata mutu, membentuk semacam satuan dari sesuatu dengan diberi lambang “Kw”. Kata ini merasuk dalam tataran kehidupan manusia yang kemudian menjadi ukuran gradasi Kw1, Kw2 dan seterusnya dalam menentukan pilihan. Namun demikian ukuran satuan ini bisa saja terbentuk hanya karena kesepakatan, bukan dalam arti ukuran material dari sesuatu.
[bookmark: _Toc476564295]b. Keyakinan
Mutu diyakini oleh manusia menjadi standar normatif untuk melakukan estimasi terhadap sesuatu, terutama berkaitan dengan nilai guna. Bangun keyakinan ini akan menjadikan landasan cara pandang seseorang akan sesuatu. Ada semacam nilai abstraksis yang terbangun, dan seolah olah tidak terbantahkan. Hal semacam ini dapat saja membentuk “keyakinan semua”, sehingga memposisikan “harga bayar” menjadi tergradasi.
Sebagai pengalaman Jepang dalam meyakinkan produk teknologinya sejajar dengan Eropa memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sampai hari ini keyakinan akan produk Cina masih dibawah standar mutu rerata, sudah terbangun sejak lama. Jika mengacu kepada pengalaman Jepang, maka perlu waktu yang tidak sedikit untuk mengubah persepsi masa akan produk produk Cina.
Bangun keyakinan serupa ini menjadi sangat teguh jika dalam proses perjalanan waktu ternyata kegagalan akan produk selalu dijumpai. Sebaliknya jika keberhasilan yang diperoleh, ternyata belum tentu akan cepat mengubah akan keyakinan terhadap mutu produk. 
[bookmark: _Toc476564296]c. Sikap
Sikap adalah predesposisi perilaku (lih: Mar at:1989), atau keputusan yang mengawali dari sebelum perilaku dimunculkan. Sikap selalu didasari oleh adanya keyakinan, dan keyakinan inilah yang akan membelenggu sikap sepanjang keyakinan itu menjadi mata arah. Demikian halnya dengan mutu, jika sudah menjadi mata arah dari semua kegiatan kehidupan ini, maka sikap mementingkan mutu menjadi sesuatu yang melekat.
Sikap untuk mengedepankan mutu adalah sesuatu bentukkan perilaku dengan tidak memperhatikan bagaimana cara menanamkan sikap itu. Karena metode penanaman sikap itu tergantung pada situasi dan kondisi yang menyertai. Hanya yang penting bagaimana keberlanjutan sikap itu umtuk terus bersikap positif terhadap mutu.
[bookmark: _Toc476564297]d. Norma
Norma adalah tata aturan yang mengikat secara batiniah kepada pelaku terhadap tatalaku yang diperankannya. Dengan kata lain berbicara mutu, maka semua orang akan merasa menjadikan kuwajiban untuk mentaatinya jika itu sudah merupakan norma.
Mutu yang sudah masuk sebagai norma akan sangat kuat tekanannya kepada semua pelaku sosial yang ada dalam lingkup keberadaan norma itu diberlakukan. Mutu yang sudah menjadi norma akan secara otomatis menjadi tolok ukur terhadap perilaku yang ditampilkan, bahkan menjadi penanda bagi suatu perilaku yang ditampilkan.
[bookmark: _Toc476564298]e. Tradisi
Setelah mutu menjadi norma dan itu berjalan terus menerus secara simultan, maka akan membentuk tradisi dalam masyarakat yang menganut mutu tadi. Tradisi yang mengedepankan mutu ini akan tidak perlu lagi “hukuman”, karena mutu sudah terinternalisasi dalam kerangka laku dari para pelaku sosialnya.
Ketidaktatan akan tradisi akan menimbulkan rasa bersalah, bahkan dosa. Jika mutu sudah masuk menjadi tradisi, maka tidak perlu lagi pengawasan eksternal, karena pengawasan internal dari dalam diri pelaku sosial sudah cukup membuat semua berjalan sesuai dengan tuntutan mutu.
[bookmark: _Toc476564299]f. Prosedur
Prosedur adalah langkah langkah yang harus ditempuh untuk mencapai mutu yang diinginkan. Prosedure ini menuntun kita untuk melakukan langkah-langkah tertentu sehingga mutu yang diharapkan tercapai. Prosedur ini lebih dikenal dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP.
[bookmark: _Toc476564300]g. Harapan untuk meningkatkan Kualitas
Tingkatan berikutnya kesadaran akan mutu ialah “harapan”. Ini merupakan modal dasar untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Semangat dan harapan ini akan mendorong untuk mencari bentuk pencapaian akan mutu. Harapan untuk selalu dibangun tiap hari agar mutu akan tumbuh kembang, adalah sesuatu keharusan.
Ke tujuh hal di atas, bila diletakkan dalam perspektif kerangka pikir akan mutu, maka implementasinya menjadi mudah. Hanya saja membangun kesadaran akan harapan, menjadi terkendala jika dikaitkan dengan beberapa variable intervening; misalnya dikaitkan dengan tingkat pedidikan, pengalaman bekerja, cakupan tanggungjawab. Semua hal tersebut dapat mempengaruhi besaran harapan yang dibangun untuk mewujudkan mutu.
Jika kita gambarkan maka hal tersebut akan tambak sebagai berikut:


Gambar 
Akselerasi Mutu Dalam Perspektif   (Sudjarwo, 2014)

Pergerakan ketujunya saling menggerakkan satu dengan yang lain secara simultan bagai roda gerigi yang saling sambung, dan pergerakkan ini secara bersama sama menjamin terselenggaranya mutu.
[bookmark: _Toc476564301]3. Kesimpulan
Implementasi mutu di Perguruan Tinggi jika ingin berhasil harus masuk keranah filosofis, jika tidak maka yang terjadi adalah melaksanakan mutu hanya sebatas menyelesaikan kuwajiban saja. Jika ini yang terjadi maka perguruan tinggi tersebut secara perlahan tapi pasti, akan ditinggalkan oleh pemangku kepentinggannya.
Membangun mutu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi memerlukan waktu yang lama dan konsisten. Selain itu harus menjadi komitmen semua pihak dari penyelenggara di Perguruan Tinggi, karena tanpa komitmen bersama semua pihak, maka mutu tidak akan mungkin tercapai.
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[bookmark: _Toc476564306]1.Pendahuluan
Berdasarkan hasil rekam jejak sejarah yang ada, ternyata di Provinsi Lampung sejak secara resmi program kolonisasi dikenalkan pada tahun 1905, belum pernah ada kejadian konflik seperti halnya peristiwa Oktober 2012. Peritiwa yang ada hanya bersifat individual, tidak sampai menyulut melibatkan banyak orang. Peristiwa itu sendiri dapat diselesaikan dengan kerangka adat yang memang ada ruang yang disediakan oleh para pemangku adat lampung (LampungPost. Oktober 2012).
 Kerangka dasar kolonisasi yang dikembangkan Belanda di Lampung, di samping alasan demografis, juga alasan ekonomis. Sedangkan aspek politis pertimbangannya sangat kental dengan pendekatan pecah belah. Hal ini dapat dilihat dari dibuatkannya pemukiman para kolonis jauh dari perkampungan warga lokal. Aspek “dia” dan “kita” (Simmel, Georg. 1986). tampak sekali ditumbuhkembangkan dengan membedakan akan fasilitas yang diberikan. Ironisnya kebijakkan ini di awal konsep transmigrasi masih berlanjut, akibatnya laju pertumbuhan ekonomi antar keduanya menjadi berbeda tajam. (Transmigrasi: wikimedia, diunduh 1 Oktober 2012 ). 
Kedua kondisi di atas paling tidak telah memberikan kontribusi pada “cacat sejarah” bagi daerah ek kolonisasi, yang kemudian berubah menjadi tansmigrasi. Jika kelak penanganannya salah urus, maka cacat sejarah tadi menjadi sumbangan sosial untuk terjadinya konflik sosial.
Pada awal tahun 2000 dikenalkannya konsep otonomi daerah, membawa konsekwensi pada menguatnya kebijakkan daerah. Dengan segala macam keberhasilan yang diraih, ternyata  juga diikuti dengan perkembangan yang tidak diinginkan, yaitu munculnya politik local yang menyempit. Jika politik local ini bernuansa untuk memperjuangan daerah agar sama makmurnya dengan daerah lain, itu adalah suatu keharusan. Akan tetapi jika perkembangan ini mengarah pada pembagian kekuasaan (dan akses politik) pada kelompok tertentu, atau subetnik tertentu, maka kegagalan otonomi akan kita dapat. Tampaknya di Lampung secara tersurat hal ini belum ada, tetapi jika dirasa dengan indra perasa yang halus, maka suasana itu secara tersamar mulai ada. 
[bookmark: _Toc476564307]2.Perjalanan Panjang
Konsep pemindahan penduduk yang dikenalkan oleh Penjajah Belanda secara sistimatis sudah diberlakukan semenjak Perang Jawa (Perang Diponegoro). Pada waktu itu Diponegoro dan para pengikutnya di “buang” ke Tondano. Sekarang  anak keturunan para pengikut sang Pangeran ini dikenal dengan “Jawa Tondano”. Adat istiadat mereka masih terekam di dalam masyatakatnya walaupun secara fisik dan geneologis mereka sudah sulit menari galur keturunannya di Jawa. (Salatang 1980).
Sedangkan yang bermotif ekonomi kita kenal dengan diberangkatkannya para “Koeli Kontrak” ke Suriname (Paramaribo). Dalam perkembangan sejarah sekarang generasi mereka sudah menduduki tampuk kepemimpinan negara. Namun demikian rekam jejak budaya tetap saja melekat pada mereka, bahkan identitas nama masih terekam sampai saat ini. 
Selanjutnya kita juga mengenal Koeli Kontrak di Deli Serdang Sumatera Utara. Keturunan mereka lebih dikenal dengan sebutan “Jadel” yaitu singkatan dari Jawa Deli. Mereka sama dengan yang di Suriname yaitu menjadi pekerja perkebunan belanda (Onderneming). Adat istiadatpun tetap mereka pelihara, walaupun akulturasi dengan etnik lain telah terjadi secara luas dan masif.  
Daerah seperti di atas hampir tidak terdengar selama perjalanan sejarahnya terjadi konflik antara mereka dengan penduduk tempatan. Justru yang terjadi adalah akulturasi budaya yang berkembang pelan tetapi pasti.
Berbeda dengan daerah kolonisasi yang dirancang memang berbeda oleh Belanda, ironisnya kebijakkan itu dilanjutkan dengan program transmigrasi pada awalnya.  Proses akulturasi sering terkendala karena pola pemukiman yang inclave, sehingga proses social tidak dapat berjalan secara alami. 
Kemudian dipicu juga dengan pemberian fasilitas yang sering menimbulkan rasa tidak adil bagi masyarakat tempatan. Tidak terkecuali di Lampung, jika kita lihat dari penempatan kolonisasi GedongTataan, Kota Agung, Metro, Lampung Tengah, Sukadana, ternyata pemukiman kolonisasi yang dilanjutkan dengan transmigrasi , memiliki desa tersendiri dan diberi fasilitas tersendiri pula. Alasan pembenaran pada waktu itu ialah agar mempercepat penyesuaian diri dengan lingkungan, maka diberi dukungan sosial dan finansial sehingga para kolonis/transmigran tidak lari meninggalkan tempat.
Pada waktu sistem pemerintahan kita berpola terpusat, dengan makna semua keputusan ditentukan oleh pusat, maka termasuk sistem pengamanan kebijakkanpun terpusat, bahkan cenderung otoriter. Semua perbedaan diposisikan sebagai penentang pembangunan; dan berarti penentang negara. Kelompok ini sah untuk dipinggirkan. Akibatnya semua dari atas mengikuti garis komando. Dampaknya program transmigrasi tidak mendapatkan hambatan dari sudut pandang yang berbeda, karena tidak ada yang berani berada pada posisi berbeda. Residu sosial ini menumpuk, sehingga begitu era keterbukaan seperti sekarang ini, seolah olah memberikan ruang untuk berbeda pandang. Hanya saja karena residu sosial ini sudah begitu lama menumpuk, begitu mendapatkan kanal, maka arus deras keluar begitu tiba tiba dengan wujud “amok”.    
[bookmark: _Toc476564308]3.Perubahan Nilai
Pada awal generasi kolonisasi, para kolonis berkosentrasi pada satu tujuan yaitu perubahan nasib. Mereka siang malam bekerja menaklukan alam agar dapat menghasilkan dari apa yang mereka inginkan. Etos kerja menjadi andalan bagi mereka dengan orientasi perubahan nasib dan penguasaan kapital (Koentjaraningrat, 1993). Hal ini diimplementasikan dengan mengolah lahan menjadi produktif, memiliki ternak untuk modal, baik sebagai sumber tenaga untuk bekerja maupun untuk investasi. Sehingga parameter pada waktu itu adalah luas lahan yang dimiliki atau dikuasai dan jumlah ternak yang mereka punyai. Dua hal ini merupakan lambang kesuksesan mereka. 
Semua itu mereka tunjukkan keberhasilannya dengan cara pada waktunya mereka bisa pulang ke tanah leluhur dan dipertontonkan kepada keluarga besar. Waktu yang mereka pilih pada umumnya saat lebaran. Mereka kembali kebumi kolonisasi dengan membawa serta keluarga untuk dijadikan pekerja, sekaligus unjuk muka akan keberhasilan, sehingga dapat menjadi sesuatu yang dibanggakan. Keluarga yang dipekerjakan tadi juga menjadi benteng pengaman sosial di daerah kolonisasi.
Keluarga yang dibawa tadi pada waktunya juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh “induk semang” yang membawanya. Budaya Patron – clent (Parsons, Talcott, Et all. 1964), seperti ini berkembang menggurita, sehingga tidak hayal jika disatu pedukuhan (Setara Rukun Warga – RW) merupakan jaring sosial keluarga. Hal ini dibentuk dan berproses secara alami dalam waktu yang cukup lama.
 Kondisi ini berlanjut sampai generasi ke dua, dan pada generasi ketiga sudah mulai bergeser. Tata nilai semula keberhasilan diukur pada penumpukkan modal, bergeser pada keberhasilan identitas rumah, kendaraan, dan pendidikan anak anak. Seiring perjalanan waktu kualitas pendidikan anak menjadi prioritas. Akibat lanjut daerah transmigrasi ini menjadi daerah pengirim urbanisasi ke perkotaan. Generasi ini mulai meninggalkan profesi leluhurnya sebagai petani, berubah menjadi kelompok menengah baru yang bekerja pada sektor nonpertanian. Kondisi ini disumbang juga oleh pola pewarisan dari generasi pertama. Keluarga kolonis/transmigran yang semula memiliki tanah luas menjadi menyempit karena tanah tersebut harus diwariskan kepada anak turun mereka. Pola ini menjadikan penguasaan akan lahan semakin turun kegenerasi, maka akan terjadi penyempitan penguasaan lahan.
Seiring perjalanan waktu, generasi ini mulai meninggalkan tatanilai agraris, berubah menjadi penganut tatanilai urban. Namun tidak semua mereka berhasil menjadi penganut paham urban. Banyak diantara mereka juga gagal yang kemudian kembali ke desa. Generasi ini sudah tidak lagi mau berprofesi petani, tetapi juga tidak sukses untuk masuk budaya urban. Akhirnya kelompok ini menjadi residu dalam masyarakat agraris, yang tidak jarang terjerumus pada budaya hedonis dan mengalami krisis identitas.  Generasi inilah yang diduga menjadi pemicu kerusuhan di wilayah ekstransmigrasi di Lampung (Sudjarwo. 1997).
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Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa ada sejumlah variabel yang ikut menyumbang kerusuhan di Lampung; yaitu:
Pertama, ada semacam situasi frustrasi sosial pada masyarakat yang diakibatkan dari rasa ditinggal sendiri oleh pemimpin. Masyarakat merasa dibutuhkan oleh pemimpin hanya saat Pemilu atau Pemilu Kada, setelah hajat itu mereka merasa tidak ada pemimpin yang mau peduli dengan mereka. Akibat frustrasi sosiaal ini mereka berbuat apa saja yang mereka yakini benar. Masyarakat haus akan pemimpin yang mau mendampingi mereka kapanpun, dan dalam peristiwa apapun. Konsep mendampingi ini sering berbeda makna antara pemimpin dengan rakyat. Pemimpin merasa mereka tidak perlu hadir secara fisik, cukup diwakili oleh aparat terkait atau program program kepemerintahan. Sedangkan rakyat mempersepsikan kehadiran pemimpin itu adalah secara fisik datang menjumpai mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan melihat apa yang telah mereka perbuat.
Kedua, adanya semacam kehatihatian yang begitu berlebihan dari aparat keamanan karena khawatir melanggar Hak Azazi Manusia. Aparat keamanan tingkat lapangan sering dihadapkan pada pilihan pilihan sulit, yaitu antara bertindak cepat, keselamatan diri, dan dengan pelanggaran akan hak hak azazi. Pilihan sulit ini cenderung mereka berbuat untuk tidak berbuat jika itu nantinya akan membuahkan pelanggaran. Sekilas tampak seperti pembiaran, namun sebenarnya adalah kehatihatian yang sangat berlebihan. Akibat lain juga aparat kurang peka terhadap gejala gejala awal. Dengan berlindung pada dalih “belum ada laporan masuk”, akibatnya suatu peristiwa sosial menjadi besar tanpa bisa dikendalikan; karena hanya mengandalkan pendekatan formal.
Ketiga, perdamaian yang tidak membuat damai. Maksudnya ialah masyarakat menilai aparat penyelenggara negara hanya berperan sebagai pemadam kebakaran; yaitu dengan ingin segera meredam persoalan dengan cara damai yang instan. Setelah perdamaian terwujud, tidak lanjut yang ada hanya sebatas perbaikan fisik; sedangkan perbaikan sosial, dengan therapy sosial; sangat jarang dilakukan. Membangun jejaring sosial setelah pascakonflik adalah pekerjaan jangka panjang yang sering tidak diprogram secara baik. Hal ini kebanyakan diserahkan oleh pemerintah kepada tokoh tokoh informal masyarakat sendiri dalam mencari bentuk. Tidak ada tindak lanjut yang dibuat bersama dan dikerjakan bersama secara berkesinambungan antara kelompok yang sedang berselisih dengan pemerintah. Demikian juga bentuk perdamaian kebanyakan dilakukan selesai begitu saja setelah acara serimonial selesai. Bentuk perdamaianpun hanya ada pada batas atas saja, dalam arti tidak tersebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, akibat lanjut masyarakat akar rumput merasa menjadi penonton, padahal mereka sering menjadi sasaran utama jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan.
Keempat, adanya kecenderungan untuk mempolitisasi dari suatu peristiwa. Walaupun ini bukan hal baru; tetapi pada akhir akhir ini kondisi tersebut kelihatan dilakukan secara terbuka. Kalau ini dilakukan oleh para elite maka rakyat akan menjadi obyek yang tentunya amat merugikan, karena ketenteraman akan makin menjauh. Tidak ada upaya mengembangkan issue positif dari para pelaku politik lokal, yang mereka lakukan diam jika tidak menguntungkan, dan akan berteriak kencang jika ada sesuatu yang dapat diambil manfaat secara politis.
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[bookmark: _Toc476564313]1.Pendahuluan
Multikulturalisme yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia suatu paham yang berkaitan dengan keberagaman budaya, adalah konsep yang menyatakan bahwa masyarakat adalah himpunan manusia yang memiliki latar belakang beragam, kemudian menyatu; dapat saja  membentuk budaya baru, dengan meninggalkan budaya masing-maasing, atau tidak meninggalkan budaya masing-masing. Terbentuknya budaya baru, dengan atau tidak meninggalakan budaya yang ada; merupakan esensi pokok dari konsep multikulturalisme.
Keberagaman ini merupakan sunattullah yang merupakan keharusan dari suatu bangun sosial. Hal ini dapat kita lihat dari sudut konsep Psikologi Sosial bahwa tidak ada manusia lahir di dunia ini kembar identik. Secara individual manusia itu dilahirkan memang untuk berbeda. Keberbedaan inilah yang kemudian menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan. Karena perbedaan ini pula terjadi proses keberlangsungan kehidupan manusia.
Namun demikian juga tidak dapat kita pungkiri justru karena keberbedaan inilah memunculkan pertikaian, bahkan menjadikan peperangan. Jika ditilik dari konsep agama samawi keberbedaan ini yang kemudian menjadikan malapetaka adalah saat seorang anak Adam melanggar perjanjian perjodohan. Mulai saat itulah harubiru peperangan di muka bumi ini berlangsung, yang semula karena keberbedaan cara pandang individual menjadi kelompok, bahkan membesar menjadi bangsa.
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Konsep teori yang membahas multikulturalisme ini banyak sekali; namun jika kita pilah ada dua mazhab besar, yaitu kelompok negara negara Anglosakson, pelopornya Amerika, dan kelompok negara negara Eropa, pelopornya adalah Jerman. Kedua kelompok ini kemudian membangun semacam maszhab, dan menyebar ke semua negeri di dunia ini. Namun dalam perkembangannya teori ini berasimilasi, terutama di negara negara Timur.
Namun demikian ada esensi dasar yang menjadikan bangun teori ini yaitu bahwa keseragaman itu dibangun dari keberagaman akibat dari interaksi yang dikembangkan, memunculkan toleransi, konflik, atau asimilasi. Hal ini dapat di lihat dari gambar berikut ini:

 Individu A                    Individu B
DENGAN BUDAYA/KEBIASAAN MASING-MASING




              KEBIASAAN BARU
Berdasarkan uraian di atas ternyata inti pokok bangun multikulturalisme bersumber dari interaksi sosial yang dibangun oleh individu sebagai pelaku sosial. Implikasi dari interaksi inilah kemudian memunculkan beberapa pola dari akibat dibangunnya interaksi sosial; yaitu:
a. Asimilasi
Yaitu munculnya budaya baru dari peleburan budaya lama. Asimilasi ini muncul karena adanya kesadaran bersama dari para pelaku untuk membangun budaya baru. Dengan kata lain asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan atau lebih, sehingga membentuk kebudayaan baru. (lihat: Soerjono Soukamto. Pengantar Sosiologi: 1990)
b. Akulturasi
Yaitu bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan awal.
c. Sinthesis
Yaitu bercampurny a dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan aslinya.
d. Penetrasi
Yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contoh masuknya kebudayaan penjajah kepada yang dijajah. 
Pada kenyataannya pembentukan budaya tidak dapat terlepas dari keempat hal di atas. Hanya saja mana yang lebih dominan, untuk masing-masing daerah, atau wilayah, sangat tergantung dari sejumlah variabel. Adapun variable tersebut diantaranya ialah: intensitas interaksi,  
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Anne Ahira (diunduh 6 Oktober 2011) menjelaskan bahwa masyarakat multikultur itu memiliki ciri khas tersendiri yang sekaligus menjadi titik lemahnya. Adapun ciri tersebut meliputi:
a. Primordial
Masyarakat multikultur berkecenderungan menjadi masyarakat primordial. Karena tampak masyarakat multikultur itu bersatu, namun sebenarnya mereka lebih memiliki ikatan emosional dengan teman se-etnik, bahkan se kerabat, atau satu clan. Anggota masyarakat se-etnik ini bekecenderungan mengikatkan diri pada ikatan-ikatan primordial kedaerahan. 
b. Kepemimpinan Tradisional
Masyarakat multikultur ini memiliki kekhasan dalam kepatuhan terhadap pemimpin. Mereka lebih menghormati para pemimpin dari etnik mereka. Oleh sebab itu kunci keberhasilan membangun relasi sosial pada masyarakat multikultur juga ditentukan kepiawaian kita membangun hubungan dengan para pemimpin informal pada masyarakat ini.
c. Sulit dalam Bersepakat
Ciri yang berikut adalah sulitnya dalam mencapai kata sepakat dalam suatu perbedaan, karena perbedaan tajam dari segi persepsi. Pada masyarakat multikultur ini para kelompok akan menghitung keuntungan secara sosial ekonomis keterlibatan peran masing-masing. Jika mereka tidak mendapatkan “keuntungan” dari suatu bangun kesepakatan, maka mereka tidak akan mengambil kesepakatan itu. Disini peran kepiawaian dari pengambil keputusan sangat menentukan.
d. Rawan Konflik
Ciri berikut dalam multikulturalis adalah rawan konflik. Hal ini berawal dari sulitnya bersepakat diantara mereka. Perbedaan persepsi yang terbangun dalam interkasi sosial dapat mengakibatkan konflik. Jika konflik terjadi, maka pada masyarakat multikultur akan sulit untuk meredamnya.
e. Dominasi Politik
Ciri berikut adalah adanya dominasi politik dari kelompok tertentu kepada kelompok lainnya. Pola relasinya bisa searah, atau dapat juga multi arah. Pola dominasi inilah yang sering menjadi bibit konflik sosial jika relasi berkembang menjadi ordinat dan sub-ordinat. Mereka yang merasa menjadi sub-ordinat merasa dalam tekanan, akibatnya mereka mencari katarsis sebagai pintu keluar dari tekanan ini. Katarsis ini bisa dengan cara damai atau cara menentang (berontak).
Namun demikian ciri-ciri di atas adalah ciri yang ekstrim, karena tidak berarti semua kondisi sosial multietnik, yang kemudian membentuk multikultur itu selalu didahului oleh konflik, walaupun potensi itu tetap saja perlu diwaspadai.
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Provinsi Lampung yang memiliki sejarah panjang jika dilihat dari multikultur; hal ini karena ada dua faktor pendukung, yaitu:
a. Faktor Geografis
Dipandang dari sisi geografis maka Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang masuk ke Pulau Sumatera. Ini berarti bahwa Wilayah Lampung adalah daerah perlintasan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera untuk pergerakan manusia, barang, dan jasa. Oleh karena itu daerah ini merupakan daerah transit untuk menuju wilayah lain di Sumatera dan Jawa. Ini berarti daerah Lampung menampung segala etnis manusia dalam beraktivitas, baik secara sosial, maupun secara ekonomi. Faktor geografis ini seolah-olah memfasilitasi untuk terjadinya interaksi sosial antar pelaku sosial ekonomi yang ada di Lampung guna membangun budaya multikultur.
b. Faktor Historis
Pada catatan resmi di Provinsi Lampung ini dikenalkan program pemindahan manusia secara terorganisir melalui program Kolonisasi tahun 1905 oleh Pemerintah Belanda. Program ini berarti juga memindahkan budaya dari satu daerah ke daerah lain. Kebudayaan yang berbeda ini akan berinteraksi antara satu dengan yang lain mengikuti pola pola tertentu. Pemindahan yang semula diorganisir secara resmi oleh pemerintah, kemudian berangsur menjadi perpindahan swakarsa atau mandiri, ini berlangsung cukup lama. Bahkan sampai saat inipun perpindahan dengan pola ini tetap berlangsung, walaupun tidak begitu besar, karena seiring dengan bergesernya daerah pertumbuhan ekonomi dari Lampung ke daerah lain.
Kedua faktor di atas mengakibatkan interaksi intensif antaretnis di Lampung, dan jika kita melihat dari teori Simmel, maka akan dapat kita gambarkan hal sebagai berikut:
     SUNDA                                                              JAWA                                                                                                                                                      
  	BALI
                                                                             
									           
                                                                                                BUDAYA BARU

                                                                                                                                                           
ETNIS LAINNYA
Hasil interaksi sosial intensif di atas, maka akan memunculkan budaya baru dari hasil multikultural yang saling bersinggungan setiap saat. (lih: Sudjarwo, Interaksi Sosial Pada Masyarakat Majemuk, 1990).
Ada sejumlah hal yang mempercepat proses terjadinya pemunculan budaya baru akibat dari multikultur, yaitu:
1. Amalgamasi
Ialah perkawinan silang dari etnis yang berbeda. Akibat perkawinan silang serupa ini maka proses pembentukan budaya baru akan lebih cepat. Budaya baru ini dapat saja berbeda dari budaya induknya, atau juga terjadi sinkretisme.
Untuk Provinsi Lampung proses amalgamasi telah berlangsung lama, seiring dengan proses interaksi sosial berkembang di daerah ini. Amalgamasi ini pula yang meredam terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu proses ini dapat juga disebut sebagai katup pengaman sosial dalam proses interaksi sosial. 
2. Pandangan In-Group dan Out-Group
Pada masyarakat Lampung ada semacam anggapan bahwa orang di luar kelompoknya adalah outher sementara untuk orang dalam kelompoknya diposisikan sebagai inner. Namun dalam pandangan ini tidak disertai menilai dalam arti merendahkan atau membuat gradasi. Justru etnik Lampung memposisikan Other sebagai warga sesama, dalam arti harus dihormati dalam arti sederajat. Sikap egaliter serupa ini menumbuhsuburkan proses akulturasi budaya pada masyarakat multietnik yang multikultur. 
Ada sesuatu yang menarik pada konsep other dan inner pada etnik Lampung. Sekalipun sesama etnik Lampung, jika tidak masuk dalam kelompok sub-etniknya, tetap saja secara adat bukan termasuk kelompoknya. Oleh sebab itu pada acara atau peristiwa tertentu sesama etnik lampung harus dilampungkan terlebih dahulu agar mendapatkan pengakuan adat oleh sub-etniknya.
Hal yang menarik lainnya ialah konflik di Lampung boleh dikatakan tidak pernah terjadi karena bersumber dari etnik (konflik horizontal), tetapi justru lebih pada penguasaan lahan. Konflik lahan ini memiliki sejarah yang panjang, dan masing-masing memiliki kekhasaan sendiri-sendiri (Konflik vertikal). Akhir-akhir ini menjadi tajam karena ada kepentingan politik lokal bermain di sana.  Era otonomi ternyata di samping berdampak positif untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pembangunan, ternyata juga berdampak negatif dari pertikaian politik lokal, yang cenderung berkepanjangan serta berimbas pada semua segi kehidupan.
[bookmark: _Toc476564317]5. Kesimpulan
Atas dasar hal-hal di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:
Pertama; Multikultural merupakan dua matapisau yang berlawanan. Pada satu sisi jika tidak mampu mengelola dengan baik maka hal ini akan menimbulkan malapetaka. Sebaliknya jika dapat mengelola dengan baik menjadi potensi sosial yang luar biasa dahsyatnya untuk membangun konsep nation (dalam arti sempit “Bangsa”).
Kedua; Multikultural adalah sesuatu sunatullah, dalam arti sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Tinggal bagaimana kita melakukan manajemen yang baik dari keberagaman ini menjadi suatu kekuatan sosial yang dapat bermanfaat bagi kehidupan yang damai.
Ketiga; Multikultur adalah sesuatu proses evolusi budaya pada manusia dalam mempertahankan genre, oleh sebab itu diperlukan upaya rekayasa budaya agar keberlangsungan itu menjadi proses alami.
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[bookmark: _Toc476564320]PENDIDIKAN GURU BERKARAKTER DAN PROFESIONAL

[bookmark: _Toc476564321]1.Pendahuluan
Pendidikan yang diberi makna sebagai usaha sadar manusia untuk mengorganisir lingkungan kemudian menghubungkannya dengan peserta didik, sehingga terjadi proses pembelajaran guna mencapai kedewasaan yang sempurna. Jika definisi itu yang menjadi acuan, maka ada pekerjaan Filsafat Ilmu yang terkandung didalamnya, yaitu: Suatu Usaha Sadar adalah aspek Ontologi, Menghubungkan Kepada Peserta Didik adalah aspek Epistemologi. Mencapai Kedewasaan Yang Sempurna, adalah aspek Axiologi. 
Pendidikan sebagai upaya manusia untuk mempertahankan generasinya, maka aspek materi pendidikan menjadi begitu penting. Oleh sebab itu materi ini menjadi diskusi tersendiri jika dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu upaya proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu tidaklah berlebihan jika kita dalam memberikan muatan pendidikan harus memahami tujuan filosofis yang kita jadikan dasar berpijak.
Atas dasar konsepsi di atas maka menurut Doni Kusuma (di unduh: 12 Januari 2012) ada 12 pilar keutamaan pendidikan karakter yang harus dijadikan dasar berpijak meliputi:  1. Penghargaan terhadap tubuh, 2. Transendental, 3. Keunggulan akademik, 4. Penguasaan diri, 5. Keberanian, 6. Cinta kebenaran, 7. Terampil, 8. Demokratis, 9. Menghargai perbedaan, 10. Tanggung jawab, 11. Keadilan, 12. Integritas moral. Keduabelas pilar utama tersebut memiliki titik tumpu yang sama, yaitu manusia Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan dimaksud adalah kemerdekaan yang didasari oleh hak-hak azazi manusia dalam pengertian yang universal.
Persoalannya sekarang siapa yang dapat membuka semua hal, kemudian melakukan transformasi kepada pihak lain, jawabannya adalah guru. Pertanyaannya sekarang siapa yang mempersiapkan guru, seperti apa persiapannya, kemudian berapa lama hal itu dipersiapkan. Persoalan-persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan seketika. Perlu ada perencanaan yang matang, sistimatis dan berkelanjutan. Oleh sebab itu mempersiapkan tenaga guru yang berkarakter tidak dapat dilakuan dengan cara instan, apalagi dengan cara program kilat. 
Kondisi internal yang juga harus diperhatikan oleh lembaga penghasil guru adalah bagaimana melakukan upaya rekayasa sosial agar proses pembelajaran dalam lembaganya dapat menumbuhkembangkan aspek kepribadian yang berkarakter.  Persoalannya sekarang ialah bagaimana model dan metode untuk menghasilkan guru yang berkarakter, serta lembaga seperti apa yang mampu mendidik guru untuk menjadi guru yang berkarakter.
[bookmark: _Toc476564322]2.Persyaratan Lembaga
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang diserahi tugas untuk mendidik guru yang berkarakter harus mempersiapkan diri dalam arti memiliki sejumlah ahli dan perangkat pembelajaran, untuk menyelenggarakan proses pembelajaran.  Berkaitan dengan ahli, mengingat pendidikan karakter memerlukan penanganan secara khas,  maka ahli dimaksud dalam hal adalah orang yang betul-betul mumpuni. Konsep mumpuni dalam pengertian bukan hanya memiliki kemampuan intelektual yang baik saja, akan tetapi juga harus memiliki kematangan emosional yang baik, karena dosen pengampu matakuliah ini akan secara otomatis menjadi panutan bagi mahasiswanya. Oleh sebab itu peran pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini LPTK, harus mempu membuat kreteria-kreteria untuk dosen yang dipersyaratkan untuk mengampu matakuliah Pendidikan Karakter. Persyaratan personal ini menjadi begitu penting mengingat Pendidikan Karakter penuh dengan akan konsep keteladanan.
Persyaratan Media Pembelajaran juga penting karena dengan media pembelajaran yang dipersiapkan sedemikian rupa, menjadikan Pendidikan Karakter begitu menarik untuk pembelajar.  Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya sistimatis untuk mengemas materi Pendidikan Karakter melalui berbagai metode pembelajaran sekaligus berbagai media pembelajaran. Dengan cara ini diharapkan Materi Pendidikan Karakter dapat menjadi fleksibel untuk diberikan dengan cara apapun. 
Ada satu tugas kelembagaan yang tidak kalah penting adalah melakukan kajian keilmuan pada Pendidikan Karakter untuk sampai pada akar filosofisnya, dengan cara ini diharapkan keilmuan dari Pendidikan Karakter khas Indonesia menjadi membumi. Belajar dari pengalaman masa lampau suatu ide besar yang tidak didukung oleh pijakkan filosofis keilmuan, maka ide ide tersebut akan terkikis oleh perjalanan waktu. Di samping itu juga kita dapat menyumbangkan kepada khasanah ilmu pengetahuan bahwa Pendidikan Karakter dapat medunia dalam pengertian bersifat universal. Untuk mencapai ini semua diharapkan ada suatu Payung Bersama guna melakukan penelitian diberbagai wilayah Indonesia berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Pendidikan Karakter.


3. [bookmark: _Toc476564323]Model  Pembelajaran Pendidikan Karakter 
Model pembelajaran pada Pendidikan karakter  dikenal dengan dua model yaitu,
a. Model integreted
Model integreted ini ialah menyatukan materi Pendidikan Karakter ke Pokok Bahasan yang memungkinkan bahan  dapat diintegrasikan.  Model integrasi ini memungkinkan semua mata ajar dapat dijadikan “rumah” bagi materi Pendidikan Karakter. Persoalannya ialah apakah setiap guru memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan integrasi  Pendidikan Karakter kepada pokok bahasan yang mereka ajarkan sesuai bidang ilmunya. Hal lain adalah penguasaan akan beragam metodologi pembelajaran akan menentukan kebarhasilan dari Pendidikan Karakter. Namun ada satu hal yang amat menguntungkan adalah dengan diintegrasikan kepada pokok bahasan lain membuat beban jam belajar tidak begitu memberatkan pembelajar. Juga tidak perlu ada mata ajar khusus Pendidikan Karakter karena akan membuat beban pembelajar semakin berat.
b. Model mandiri
Model pembelajaran mandiri yaitu secara khusus ada subjek metter atau mata pelajaran khusus Pendidikan Karakter yang berdiri sendiri. Model ini diperlukan guru khusus, kurikulum khusus, dan metodologi khusus. Keunggulan cara ini Pendidikan Karakter menjadi spesifik penanganannya, karena ada yang bertanggungjawab secara khusus. Semua materi dapat disampaikan dengan baik, karena ditangani secara khusus pula. Hanya saja beban  pembelajar  menjadi cukup berat karena penambahan kurikulum. Kemampuan untuk melakukan elaborasi, eksplorasi guru dengan cara model mandiri ini menjadi sesuatu yang utama, oleh karena itu sangat diperlukan keahlian khusus. Untuk menemukan guru berkeahlian khusus ini tidak mudah.
4. [bookmark: _Toc476564324]Hal Hal Yang Harus Diperhatikan
Agar pelaksanaan Pendidikan Karakter dapat mencapai hasil yang diharapkan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yaitu;
1. Kesadaraan Guru
Maksudnya ialah bahwa apapun pilihan model pembelajaran kata kuncinya ialah pada guru. Semua guru harus menyadari bahwa pembentukan karakter bangsa itu sangat tergantung kepada bagaimana guru melakukan transformasi nilai-nilai kehidupan berkebangsaan itu melalui apa yang dia gelar di depan kelas, dan di kehidupan tata pergaulan sehari-hari.
Guru sebagai kunci utama berperan dalam menjadikan peserta didik berpengetahuan yang baik, tetapi juga mampu merasakan dengan baik, berperilaku baik. Semua ini harus berlangsung secara terus menerus tanpa henti dan merupakan sesuatu yang maju berkelanjutaan.
2. Adanya upaya terprogram
Maksudnya ialah bahwa pendidikan karakter harus selalu masuk menjadi suplemen pada semua kegiatan yang ada di dalam program kegiatan. Dengan kata lain setiap sekolah merancang suatu kegiatan otomatis pendidikan karakter harus terimplementasi dalam bentuk suplemen kegiatan. Adapun suplemen tersebut arahnya harus mengembangkan individu pada 3 dimensi, yaitu dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jika hal tersebut kita kaitkan dengan butir-butir yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Kurikulum dan Perbukaan, maka akan tampak sebagai berikut:
	Uraian
	Individu
	Keluarga
	Masyarakat

	Religius
	
	***
	***

	Jujur
	
	***
	***

	Toleran
	**
	
	

	Disiplin
	
	***
	***

	Kerja Keras
	
	
	

	Kreatif
	
	**
	**

	Mandiri
	
	**
	*

	Demokratis
	***
	
	

	Rasa ingin tahu
	
	
	

	Semangat Kebangsaan
	
	**
	

	Cinta tanah air
	
	**
	

	Mengharagai Prestasi
	*
	
	

	Bersahabat/Komunikatif
	
	
	

	Cinta damai
	
	
	

	Senang membaca
	
	*
	

	Peduli sosial
	*
	*
	

	Peduli lingkungan 
	*
	
	

	Tanggung Jawab
	
	
	


Keterangan:
***       = Prioritas utama
**         = Prioritas Ke dua
*           = Prioritas Ke tiga
(Sumber : Sudjarwo, 2015)
Berdasarkan matrik di atas ternyata karakter dasar yang dikembangkan mulai dari individu, keluarga dan masyarakat harus bersifat berimbang. Dengan kata lain semua karakter yang harus secara kuat dikembangkan pada ranah individu, yang kemudian akan berdampak kepada kalangan keluarga, dan kemudian ke masyarakat. Sekalipun diakui dampak tersebut dapat saja berkurang disebabkan oleh variabel lain.
Oleh sebab itulah Kemdikbud sudah merancang peta nilai (Andi Pangerang Moenta: 2011) dan indikator untuk sekolah dasar dan sekolah menengah yang meliputi nilai nilai religius, toleransi, disiplin, demokrasi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta damai. Kesemua nilai tadi harus selalu menjadi rujukan bagi setiap guru dalam menyusun Rancangan Pembelajarannya, paling tidak ditebar sebagai benih-benih yang nanti bertumbuh sebagai karakter dirinya, yang pada akhirnya menjadi karakter bangsanya. Dikarena masing-masing sekolah sesuai asas KTSP yang harus mengembangkan kurikulumnya sendiri melalui standar isi rumusan nasional dan diimplentasikan di dalam silabi yang disusunnya sendiri, maka kekhasan dari masing-masing sekolah akan tampak sebagai karakter yang kuat dari hasilan yang dikeluarkan sebgai alumni. 
5. [bookmark: _Toc476564325]Kesimpulan   
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Pertama, Pendidikan Karakter itu harus dipersiapkan sejak awal dari lembaga penghasil gurunya. Persiapan tersebut baik secara individual peserta didik, maupun dalam arti proses penyelenggaraan mempersiapkannya. Dengan kata lain bahwa peserta didik untuk mahasiswa LPTK harus dipilih dari mereka yang unggul.
Kedua, Untuk menjaga agar terselenggara dengan mengacu kepada kualitas, maka jumlah LPTK negeri dan swasta harus dibatasi agar penjaminan mutu lembaga, dan proses penyelenggaraan dapat dikontrol dengan baik. Hal ini belajar dari diselenggarakannya Pendidikan Kedinasan di Pemerintahan Dalam Negeri.
Ketiga, adaanya kontrol dalam proses penyelengaraan, dan jika memungkinkan dosen untuk Pendidikan Karakter dipersiapkan secara nasional dengan mengacu model LEMHANAS. Cara ini diharapkan dosen memiliki bekal yang cukup untuk menggelar proses pembelajaran dimana saja dengan cara apapun juga.
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[bookmark: _Toc476564329]1. Pendahuluan
Menyimak berita akhir-akhir ini, baik cetak maupun elektronik, ada rasa miris dan gundah. Penyebabnya ialah tidak ada lembar atau tampilan yang tidak menampilkan kekerasan. Dari kekerasan yang paling ringan sampai yang paling keras. Pelakunyapun dari yang paling terpelajar sampai dengan yang warga biasa. Penyebab persoalanpun beragam, dari senggolan nonton Orgen Tunggal, sampai perebutan batas desa (Baca: Lampost 15 nov 2011). Memuncak menjadi karena jagonya tidak terpilih dalam proses pemilihan, berubah menjadi amok masa. Akibat yang dilahirkanpun menjadi beragam, dari penusukan sampai pembakaran kampung. Bahkan terakhir pembakaran kantor, yang kita mengetahui semua apa dosanya kantor ikut dibakar, padahal itu benda mati. Persoalan patung menjadikan orang berperilaku bringas.  Perkembangan lanjut dibawa ke arah beragam juga; ada dikotomi asli dengan pendatang, ada juga dikotomi etnis A dengan etnis B, bahkan sub-etnikpun terbawa-bawa. Tidak puas dengan itu muncul pendukung A dan pendukung B. Hirukpikuklah dunia menjadi-jadi karena ada kepentingan politik ikut bermain memanfaatkan situasi.
Sisi lain dengan berlakunya era otonomi seolah ada sekat antara persoalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga siapa mengelola apa sering tidak jelas, Ironisnya jika persoalan ekonomi, maka klaim untuk memiliki begitu besar, bahkan cenderung bernafsu, namun sebaliknya jika persoalan musibah atau malapetaka, maka yang terjadi saling lempar tanggungjawab. Terutama persoalan-persoalan sosial yang bersifat kronis dan jangka panjang.
Uraian peristiwa di atas sering termuat pada media-media daerah, sementara media pusat lebih tertarik pada issue besar, sehingga seolah peristiwa daerah tidak menjadi informasi aktual. Kondisi ini tentunya akan membangun opini tidak terjadi apa-apa, atau peristiwa daerah itu bukan konsumsi yang layak diinformasikan. Tentu saja opini seperti ini merupakan opini yang menjerumuskan. Akan tetapi karena dunia ini sudah begitu sempit, peristiwa-peristiwa tersebut justru sering muncul pada laman pribadi di face book, atau jejaring sosial lainnya. Bahkan seolah liputan ini tidak memerlukan jurnalis khusus untuk meliputnya.
Pembiaran yang berakibat pada pembusukan peristiwa sosial ini berakibat pada penanganan yang selalu cenderung terlambat. Ibarat kebakaran, setelah api besar dan tidak terkendali, regu pemadam kebakaran baru datang, itupun berkecenderungan tidak memiliki metode yang tepat dalam penanganannya. Lebih ironis lagi jika kedatangan tim bukan memberikan solusi justru menimbulkan persoalan baru, akibat dari kekurangpahaman akan akar budaya dari masyarakat sekitar. Bahkan komentar atau pernyataan yang dibuatpun cenderung tidak tepat sasaran, lebih parah lagi justru memperkeruh keadaan. Sekarang ada lagi alasan baru dari para aparat untuk bertindak tegas yaitu alasan sempurna “Takut melanggar HAM”, jadi lebih aman menjadi penonton saja.
Sisi lain yang juga tidak kalah serunya jika penanganan lebih mengedepankan pencitraan, akibatnya penyelesaian persoalan lebih bersifat permukaan saja, karena motivasi yang ada ialah mengejar target cepat selesai, cantik dipandang, menyenangkan atasan. Motivasi ini berlindung pada Hak-hak azazi manusia, hak kewenangan pemerintah daerah, dan alasan lainnya lagi yang cenderung dibuat tampak rasional. Sehingga bentuk penyelesaiannyapun sumir hanya lima menit lihat sana, lihat sini, selesai. Tidak pernah menyentuh persoalan akar rumput.
Menjadi ironis lagi pejabat yang datang meninjau justru memperparah kondisi penerima musibah karena harus mempersiapkan protokoler yang biayanya jika untuk menyumbang kepada ahli musibah akan lebih berguna. Kasus-kasus konflik sosial yang besar dan cenderung menarik minat pejabat pusat untuk berkunjung ke daerah, ternyata di samping biaya yang cukup besar juga ada muatan politik, sehingga kehadiran pejabat di samping memberatkan masyarakat, juga menjadi beban sosial bagi masyarakat.
[bookmark: _Toc476564330]2. Berpisahnya “AKU, DIA, KITA dan MEREKA
Kebersamaan dalam arti luas pada manusia akan memberikan makna posisi setara dalam arti interaksi sosial (Sudjarwo, 2011). Kondisi ini akan berubah setelah ada variabel lain yang masuk pada pola hubungan tadi. Variabel lain ini bisa saja merupakan kondisi bawaan dalam arti tidak mungkin di ubah, sebagai contoh seseorang terlahir sebagai orang Jawa, sementara dia berkeinginan lahir sebagai Jerman (Sudjarwo, 1998). Hal itu tentu tidak mungkin. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena pembeda peran dan fungsi menjadi begitu fital dalam adagium interkasi sosial.
Begitu manusia berkelompok, maka hukum-hukum dinamika kelompok akan berlaku, salah satu diantaranya ialah munculnya perasaan “inner” dan “other”. Hal serupa ini adalah sunatullah dalam arti keberlakuannya universal. Namun demikian ternyata di dalam inner sendiri ada inner-inner dan inner-other. Ini menunjukkan bahwa di dalam kelompok ternyata ada sub-kelompok, bahkan bisa terjadi sub-sub kelompok. Disinilah mulai muncul adanya konsep, AKU, DIA, KITA dan MEREKA.
Keberlangsungan inner dan other ini sangat ditentukan oleh ambang toleransi yang dibangun atas kesepakatan. Bentuk kesepakatan sendiri pada umumnya tidak formal tertulis, akan tetapi berbentuk kebiasaan-kebiasaan yang kemudian salah satu sempalannya tumbuh sebagai norma. 
Other dan inner ini sendiri akan terus berjalan seiring dengan perjalanan waktu membentuk lingkaran maya sebagai benteng sosial bagi individu. Individu akan merasa aman, nyaman jika berada pada skop lingkaran, sebaliknya merasa terancam jika berada di luar lingkar tadi. Pertemuan lingkar maya satu dengan lingkar maya yang lain dapat terjadi harmoni jika terjadi keserasian. Sebaliknya akan terjadi disharmoni jika pertemuan lingkar maya tadi memunculkan konflik.
Benturan lingkar maya inilah dapat memicu terjadinya konflik baik individual maupun kelompok. Benturan itu terjadi akibat adanya toleransi yang menipis, atau adanya kondisi anomali, seperti halnya “amok”, yang akhir-akhir ini muncul dimana-mana. Amok sendiri merupakan akumulasi dari rasa frustrasi kelompok atau individu terhadap keadaan yang mengelilinginya. Amok juga bersumber dari disharmoni yang berkepanjangan tanpa jelas penyelesainya. Energi yang terhimpun ini begitu mendapat pintu katarsis, maka muncul bagai air bah yang dapat menerjang apa saja. (lih: Kasus 1 Mei 2012, Perobohan Patung di Kalianda).
Salah satu kerangka teori inilah yang mungkin dapat menjelaskan sedikit tentang peristiwa sosial yang terjadi di mana-mana sekarang. Di duga ada akumulasi frustrasi sosial di tengah masyarakat kita sehingga menjadikan keadaan tersebut. Adapun sejumlah hal yang berperan sebagai variabel pemicu; diantaranya ialah:
a. Kesenjangan ekonomi
 Penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh sekelompok orang mengakakibatkan terhimpunnya kekayaan pada orang atau kelompok tertentu saja, akibat lanjut biaya sosial yang mahal hanya mereka yang mampu membayarnya. Hal ini tentu membuat kesenjangan sosial makin lebar, dan lebih parah lagi jika masyarakat menemukan penyimpangan dari cara mereka menguasai sumberdaya ekonomi, akibatnya ialah menimbulkan luka sosial pada masyarakat. Luka sosial ini jika tersulut sedikit saja oleh sesuatu hal, maka yang terjadi adalah amok sosial tadi. 
b.  Kelangkaan Panutan Sosial
Sensitifitas sosial yang muncul belakangan ini juga berawal dari kelangkaan contoh sosial sebagai panutan sosial. Kebingungan sosial serupa ini menjadikan masyarakat begitu rentan karena tidak ada tokoh yang mengakomodir kehendak mereka. Issue yang tidak jelaspun akan mereka respon bahkan menjadi penyulut ketidak puasan sosial.
c. Akses sosial berkecenderungan bersiat materialistik
Akses sosial seperti hubungan dengan pemerintahan yang selalu mengukurnya dengan materi (baca: uang), mengakibatkan rasa terkepung dalam diri masyarakat itu muncul. Kecenderungan materialistik ini kemudian membawa perasaan khalayak bahwa segala sesuatu pelayanan harus dibayar dengan uang. Kondisi ini membuat perasaan tereliminasi ditengah keramaian jika tidak mampu membayar pelayanan sosial yang diberikan.
Sedikitnya keempat hal di atas diduga merupakan faktor dominan yang membuat benteng AKU, KITA, DIA dan MEREKA menjadi makin tebal dan tinggi, disertai dengan ambang toleransi yang rendah. Perbandingan terbalik kedua hal ini bisa membahayakan jika tidak ditemukan penanganan yang serius dan segera. 
Kita tidak menafikah keberadaan AKU, KITA, DIA dan MEREKA, karena hal tersebut merupakan sunatullah. Menjadi persoalan jika benteng yang terbangun menjadi tinggi dan tebal, sehingga membuat eliminasi sosial. Kondisi tereliminasi kemudian ambang toleransi yang rendah, tentunya akan membuat rentan secara psikologi dari masyarakat tersebut. Kerentanan psikologis ini juga akan sangat membahayakan secara individual bagi anggota masyarakatnya. Kebanyakan mereka menjadi kesepian di tengah keramaian. Contoh masyarakat seperti ini ialah karena tidak mampu membayar SPP maka pilihannya adalah gantung diri. Penyebab yang begitu simpel bagi kebanyakan orang, tetapi tidak untuk individu-individu yang merasa tereliminasi secara sosial dari masyarakatnya.
Hal di atas adalah sesuatu yang bersifat umum, namun untuk kasus-kasus tertentu hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan secara penuh. Penyebabnya ialah kondisi tertentu pada lokalisasi/daerah tertentu dapat memberikan warna tertentu pula pada peristiwa sosial. Sementara itu hal yang sama tidak dapat dijadikan generalisasi untuk memprediksi peristiwa sosial yang akan terjadi.
[bookmark: _Toc476564331]3.Antisipasi Keadaan
Ternyata  kondisi masyarakat yang makin compleks serupa ini menjadikan pemahaman akan dinamika masyarakat sangat diperlukan. Ledakan sosial sama dengan ledakan gunung api yang sama-sama sulit diramalkan kapan kejadiannya akan muncul. Hanya saja dapat diduga jika sejumlah variabel responsif dimunculkan, maka peluang kejadiannya yang dapat diprediksi. Oleh sebab itu diperlukan suatu rekayasa sosial agar peristiwa sosial yang tidak dikehendaki dapat dihindari, atau paling tidak diperkecil resiko sosialnya.
Hal yang perlu diperhatikan ialah adalah upaya grand disain dari penguasa untuk menciptakan suatu keadaan yang dijadikan rujukan baik dalam tataran norma maaupun dalam tataran perilaku. Kekosongan ideologi besar inilah yang membuat atmosfir kebersamaan pada konsep KITA menjadi rapuh. KITA dimaknai secara sempit dengan batasan kelompoknya, bukan dalam kerangka besar kebangsaan.
Inilah hal yang tercecer selama ini dalam disain besar rekayasa sosial, yaitu memperbesar lingkar KITA kelompok  menjadi KITA dalam arti bangsa. Kerangka ini seharusnya cepat kita benahi dengan mencari cara terbaik yaitu tidak merugikan pihak manapun. Adalah tidak tepat jika atas nama demokrasi kita justru mempertebal tembok antarKITA. Justru dengan atas nama demokrasi kita harus saling memberi dan berterima dengan masing-masing KITA.
Namun juga harus disadari oleh semua pihak dalam membentang interaksi antarsesama kita haruslah mau melakukan negosiasi/kesepakatan nasional apa yang kita jadikan kerangka acuan. Sehingga masing-masing perilaku yang kita kembangkan harus merujuk kepada kesepakatan sosial tadi, dan semua kita wajib mentaatinya.
Secara historis kita telah memiliki kesepakatan sosial ialah Pancasila. Hanya saja ada kesalahan sejarah yang pernah kita buat yaitu menanamkan nilai-nilai pancasila itu menggunakan pendekatan yang militeristik, dan bersifat indoktrinasi,  sementara yang diperlukan adalah pendekatan yang humanistik. Akibatnya  Pancasila bukan menjadi nilai-nilai kehidupan, akan tetapi menjadi bahan teks book yang harus dihafal.  Akibatnya Pancasila justru menjadi beban pembelajaran di sekolah.  Hal ini yang perlu kita temukan kembali metodologi apa yang tepat dalam rangka penanaman kembali nilai-nilai luhur bangsa ini agar dapat menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.
Akibat lanjut jika keadaan serupa ini kita biarkan secara berlarut, maka akan memunculkan radikalisme massa yang tak terbendung, dan ini sangat membahayakan negara kesatuan yang telah kita perjuangkan dalam waktu yang sangat lama. Walaupun radikalisme ini tidak menjadi topik bahasan pada tulisan ini, namun radikalisme tetap perlu diperhatikan dalam rangka membahas peristiwa sosial. Radikalisme massa dalam salah satu wujud tampilannya adalah “amok” (Sudjarwo, 2012), walaupun tidak semua amok merupakan puncak dari radikalisme.
4. [bookmark: _Toc476564332]Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka ada sejumlah kesimpulan yang  direkomendasikan yaitu:
Pertama,  bahwa sudah sangat mendesak perlu disusun suatu grand disain pembangunan bangsa jangka panjang terutama berkaitan dengan tata laku dan tata kehidupan bernegara, dasar orientasinya bukan hanya berdasar pada konsep demokrasi semata, akan tetapi juga azaz musyawarah untuk mufakat dengan warna khas lokal, perlu diberi ruang untuk partisipasi warganya.
Kedua, bahwa suara terbanyak adalah penentu dalam demokrasi seperti selama ini terjadi, harus dikaji ulang bahwa suara minoritas juga memiliki hak yang sama dalam partisipasi membangun bangsa. Budaya memberi ruang pada minoritas ini perlu dihidupkan kembali, sehingga tidak menimbulkan bangunan tempok penyekat sosial yang tidak jarang menjadi pemisah. Eliminasi sosial serupa ini merupakan bentuk kegagalan demokrasi, atau juga cacat bawaan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh.
Ketiga, bahwa kearifan lokal harus diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam membangun ideologi bangsa dengan tidak mengesampingkan kepentingan bangsa yang luas. Kearifan lokal ini justru jika dirajut akan membangun networking yang kokoh guna pembangunan budaya indonesia.
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[bookmark: _Toc476564336]1.Pendahuluan
Nilai adalah suatu makna yang terkandung dari setiap perilaku. Lebih luas juga disebut sebagai segala sesuatu yang yang menarik bagi manusia. Sedangkan pendidikan secara bahasa dalam bahasa Arab disebut “tarbiyah” dengan kata kerja “rabb”. Dengan demikian pendidikan islam dimaknakan sebagai “Tarbiyah Islamiyah”.
Pendidikan dalam arti luas adalah usaha sadar manusia untuk membimbing peserta didik mencapai kemandirian yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan di dalam Undang Undang Republik Indonesia N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus menjamin bahwa setiap warganegaranya terlayani dengan baik akan kebutuhan terhadap pendidikan. Persoalannya adalah apakah pemerintah mampu berperan sebagai operator sendirian dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada kenyataannya banyak sekali embrio penyelenggara pendidikan dilakukan oleh organisasi, atau individu, yang secara sadar terpanggil untuk berperan sebagai penyelenggara pendidikan.
Kesadaran ini sudah lama tumbuh di kalangan masyarakat islam, terutama pada lembaga pendidikan informal, dan nonformal. Sistem transformasi nilai dan sosialisasi nilai telah lama berlangsung dengan berbagai cara/metode. Transformasi pengetahuan keagamaan selalu disertai sosialisasi sistem nilai yang terkandung dari apa yang ditransformasikan.


[bookmark: _Toc476564337]2.Perkembangan Nilai Islami di Kampus
Perkembangan nilai islami ternyata bukan monopoli Perguruan Tinggi yang berlabel agama. Justru pada perguruan tinggi yang bersifat umum atau non agama, perkembangan nilai-nilai keislamannya menunjukkan gejala yang menggembirakan. Kajian keislaman berkembang baik secara kelembagaan, maupun individual. Rama Yulis (1994:7) menulis bahwa nilai-nilai keislaman itu berkembang pada sub bagian: 
1.nilai aqidah (keyakinan)
2.nilai syari’ah (pengalaman)
3.nilai akhlak (etika vertical horizontal) 
Bagaimana perkembangan ketiganya di kampus:
Ad. 1 nilai aqidah (keyakinan) Yaitu berhubungan secara vertical dengan ALLOH.
Perkembangan keyakinan keagamaan di kampus dapat dilihat dari sudut lisan, dan hakikat. Jika diukur dari sudut lisan, maka tidak diragukan bahwa populasi umat muslim, terutama di Indonesia Bagian Barat, dan sebagian Indonesia Tengah, dan sedikit di Indonesia Timur, menunjukkan sesuatu hal yang menggembirakan. Akan tetapi jika dilihat dari sudut hakikat, bisa terjadi mutu hakiki lebih besar di Timur, kemudian tengah, baru ke wilayah barat. Dengan kata lain kuantifikasi tidak dapat dijadikan indikasi pada kualifikasi. Posisi minoritas seolah menjadi hukum sosial, menjadi pintumasuk terhadap jiwa militansi.
Walaupun dalam Islam konsep keyakinan sampai di jaga oleh ALLOH dengan diturunkannya Ayat, akan tetapi manusia masih sering berlaku tawarmenawar dengan Sang Maha Pencipta, tidak terkecuali di dunia kampus. Hal ini dapat dilihat dari kajian akan aqidah sering diabaikan dan lebih banyak bergerak pada lapangan teknis metodologis. Sebagai contoh konsep menutup aurat bagi wanita ternyata dalam wujud implementasinya bisa sangat beragam.
Kasus lain, banyak ruang kerja, bahkan bangunan gedung memiliki sarana/prasarana peribadatan, akan tetapi pada aspek implementasi, masih perlu kajian tersendiri.
Ad.2 nilai syari’ah (pengalaman) yaitu implementasi dari aqidah berhubungan dengan manusia.
Pada tataran ini dunia kampus secara umum menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Kondisi ini sangat terasa pada kampus Perguruan Tinggi non agama di Indonesia Bagian Barat, untuk daerah Tengah dan Timur, masih perlu kajian kasus perkasus, karena banyak variable yang ikut memberi kontribusi pada iklim yang dibentuk menyangkut hubungan antarmanusia. 
Komposisi jumlah pengikut yang berlaku hukum mayoritas – minoritas tidak selamanya minoritas diuntungkan atau dirugikan. Pada kondisi tertentu justru minoritas lebih diuntungkan, sebaliknya tidak jarang terjadi factor mayoritas menjadi penekan pada segi pengamalan aqidah.
Hukum sosial seperti itupun di dalam dunia kampus, untuk beberapa tempat berlaku. Konsep kesetaraan, toleransi, ternyata sering tidak seindah pada konsep teori. Bagi kampus Pendidikan Tinggi Agama konsep tersebut tidak begitu menjadi persoalan, karena para penghuni memiliki konsep mono, sementara pada Perguruan Tinggi Non-agama, memiliki konsep multi. Disini menjadi persoalan jika pengambil kebijakkan ditingkat penentu memiliki pandangan berbeda dengan kebijakkan umum. Akibatnya aplikasi menjadi bias dan bertentangan dengan logika nalar. Oleh sebab itu pandangan subyektif yang sempit akan muncul sebagai mahkota dalam pengambilan kebijakkan.
Paradigma seperti di atas menggiring massa pada kutup “Kita – Mereka, Kami – Kamu, Dia - Saya“, . Hal ini membuat dikotomi tajam yang tidak jarang memakan korban, baik dalam arti normative, maupun riel.
Pada masa-masa era enampuluhan, yang pada saat itu organisasi ideology kepartaian masuk ke kampus, peristiwa di atas menyeruak ke dalam. Bahkan tidak jarang pemilihan suatu kepemimpinan lembaga ilmiah yang seharusnya berprasyarat ilmiah, ternyata harus terbebani dengan syarat lain yang tidak ada hubungan dengan perilaku ilmiah, tetapi justru dibuat halang rintang dengan syarat ideology atau juga warna baju agama dalam pemaknaan yang sempit.
Pada masa perjalanan setelah reformasi upaya upaya untuk mengembalikan konsep enampuluhan ke dalam kampus, tampaknya ada. Namun seiring perjalanan waktu dan kedewasaan berfikir masyarakat, paradigm tersebut tidak begitu popular. Hal ini juga di kontribusi oleh variable luar, di mana tidak ada partai yang bersih dari perilaku tercelah dalam bernegara, akibatnya ideology alternative yang ditawarkan tidak begitu disambut dengan baik oleh generasi kampus, sekalipun agama sering dijadikan pintu masuk.
Ad.3 nilai akhlak
Konsep nilai akhlak (akhlakul karimah) yang mengatur hubungan dimensi manusia dengan manusia, serta manusia dengan Tuhan, pada tataran kampus terkesan sangat individual. Untuk Kampus dengan konsep Agama, hal tersebut sudah diterima sebagai sesuatu keharusan. Berbeda dengan Kampus Non Agama, mereka mendudukkan hubungan vertical diserahkan sepenuhnya kepada individu sebagai pelaku sosial. Sedangkan hubungan antarmanusia diatur dalam koridor norma atas dasar kesepakatan sosial tidak tertulis, dan kesepakatan sosial tertulis. Yang terakhir tadi dapat dalam bentuk tata laku yang bernuansa akademik.
Kampus non-agama dalam mengatur tata laku warganya tidak jarang mencari pijakkan pada konsep tata laku agama. Kalimat kalimat “religious, beradab, ahlakulkharimah” sering dijadikan visi bahkan misi dari kampus non agama.
Realita sosial di atas tidak jarang menggiring pada pemahaman kepada “pengagamaan kampus non agama”, walaupun tidak dapat dipertentangkan dengan “pensekuleran kampus agama”. Karena kedua hal tersebut sampai hari ini masih debatable. 
Masuknya kajian keilmuan non agama ke dalam kapus agama, dan masuknya kajian agama ke dalam kampus  non agama, saat ini sedang terjadi. Tentunya kondisi ini berdampak pada transformasi perilaku, baik atas nama perilaku akademik maupun perilaku religious yang sedang bergumul mencari bentuk, bahkan referensi yang dijadikan acuan.
Perjalanan panjang transformasi seperti di atas tidak akan menemukan ujungnya, karena interksi manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya akan berjalan sepanjang hayat. Pada satu masa akan terjadi dengan dalih atas nama pemurnian agama, maka kajian agama akan dilepaskan dari kajian duniawi, namun ada anti thesa baru akan muncul (dan ini sedang berjalan) bahwa urusan duniawi juga harus di urus agama.
Kedua thesa itu berjalan seolah mengikuti teori dialektika, sepanjang perjalanan waktu dunia keduanya terus saling silih. Terlepas dari pembenaran keduanya (karena itu bukan kajian saat ini), bahwa keadaan itu tampak pada kampus non agama memunculkan dialog dialog pada kelompok kelompok penggiyat kajian agama, yang dalam kampus Perguruan Tinggi Agama hal ini mungkin justru tidak terjadi.
Keadaan di atas pada kurun waktu tertentu menjadikan suburnya pemahaman sempit dogmatis terhadap tata nilai. Akibatnya terjadi penyempitan serta pendangkalan akan makna hakekat. Kondisi ini menjadi begitu rawan jika ditumpangi oleh ideology yang tidak semetris dengan kondisi seharusnya. Sebagai contoh faham jihad bergeser makna karena distorsi dari paham yang ditanamkan kepada sekelompok generasi.
[bookmark: _Toc476564338]3.Kesimpulan
Revitalisasi nilai nilai keislaman untuk kampus Perguruan Tinggi Agama pada saat ini yang diperlukan adalah memberikan makna hakekat kepada para mahasiswanya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kemurnian nilai dari paham yang justru akan membuat distorsi akan nilai tadi.
Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Non Agama justru diperlukan suatu pengkajian yang bersifat dari berbagai segi, dan penerapannya harus bersifat dogmatis. Jika tidak, maka akan terjadi multitafsir, dan ini membahayakan pada tataran aplikasi. Sebagai contoh kasus busana yang menutup aurat justru mengundang sahwat.
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1. [bookmark: _Toc476564342]Pendahuluan
Program transmigrasi  yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1950 an, adalah bukan kelanjutan program Kolonisasi dari Belanda sebagai penjajah, walaupun untuk beberapa hal memiliki hasil akhir yang sama.  Dalam lintasan sejarah makna awal program ini, yang semula bernama kolonisasi, sudah berubah, baik batasan operasionalnya, maupun batasan konseptualnya. Sebagai contoh kecil, dahulu perpindahan penduduk hanya dimaknai dari jawa keluar jawa, sekarang bisa antar pulau di luar Jawa. Ini dapat kita simak perpindahan dari Provinsi Lampung Ke Provinsi Kalimantan Barat (Lampost, Oktober 2012).
Ada esensi dasar yang tidak berubah dari perjalan konsep itu ialah perpindahan manusia. Perpindahan ini memiliki dampak internal dan eksternal. Dampak internal adalah perpindahan manusia sebagai pelaku budaya, juga akan mempengaruhi terhadap budaya yang disandangnya. Pengaruh ini bisa jadi berbentuk asimilasi, akulturasi atau integrasi yang semua itu tergantung kepada komponen pendukung variabel. Dampak eksternalnya adalah terjadinya pertukaran budaya, baik fisik maupun sosial. Jika berkaitan dengan fisik, maka lebih berorientasi pada produk budaya.
Pertemuan antarmanusia yang kemudian dirajut dengan interaksi sosial antarmereka, berakibat pada terbentuknya medan interaksi sosial yang oleh Parson disebut sebagai medan feducary   (lih: Sudjarwo, 1979). Medan interaksi sosial inilah merupakan lapangan abstrak tempat berlangsungnya hubungan sosial, yang memunculkan kaidah kaidah hubungan sosial. Kaidah kaidah tersebut memunculkan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh semua pelaku sosial yang sedang melakukan interaksi sosial. 
Peran nilai nilai yang berkembang ini sangat tergantung kepada pelaku interaksi sebagai pendukung. Nilai nilai bisa melebar membentuk medan asimilasi, akulturasi atau integrasi. Namun dapat menyempit menjadi memisahkan diri atau mengeliminasi (inklusif), dan cenderung tertutup, bahkan bisa menjadi penyulut munculnya konflik sosial.
Hal  di atas menjadi begitu kentara jika pelaku interaksi berasal dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan itu bisa entitas individual, atau entitas budaya. Entitas individual berupa perbedaan jenis kelamin, kemampuan intelektual, atau hal lain yang melekat sebagai ciri individual. Sedangkan entitas budaya berupa perbedaan etnik atau sub etnik dari pelaku interaksi, yang juga pelaku pendukung budaya. 
Keadaan tersebut dapat dilihat pada daerah pemukiman bentukan seperti daerah transmigrasi yang penduduknya didatangkan dari beragam latarbelakang, kemudian menempati suatu daerah pemukiman tertentu.  Pemindahan fisik serupa ini menimbulkan bentukan interaksi baru bagi para penduduknya, yang juga sebagai pendukung budaya.  Seiring perjalanan waktu maka makna dari transmigrasi sudah bergeser sebagai berikut :
1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
2. Mendukung kebijakan energi alternatip (bio-fuel)
3. Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
4. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
5. Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan (Transmigrasi: wikimedia, diunduh 1 Oktober 2012)
2. [bookmark: _Toc476564343]Nilai Budaya 
Konsep tentang nilai budaya adalah sangat luas sekali, bahkan boleh dikatakan banyaknya konsep nilai budaya sebanyak ahli budaya itu, bahkan lebih ekstrim lagi sebanyak pendukung budaya itu sendiri. Membicarakan nilai budaya kita tidak dapat sertamerta begitu saja tanpa memperhatikan pengertian budaya. Dalam tulisan ini, konsep budaya dipahami sebagai konsep yang didefinisikan oleh Koentjaraningrat (1981: 180) yaitu “Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Kemudian maknawinya diperluas dengan hasil cipta dan karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.
Nilai budaya (cultural value) yang merupakan suatu konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai tinggi dalam hidup, yang menjadi pedoman tertinggi kelakuan dalam kehidupan satu masyarakat (Junus Melalatoa, 2005).Nilai budaya yang dimiliki satu masyarakat dapat terdiri dari beberapa kategori nilai, yaitu nilai pengetahuan, nilai religi, nilai sosial, nilai seni, dan nilai ekonomi. Dalam kategori nilai sosial ada sejumlah nilai, misalnya nilai tertib, setia kawan, harga diri, tolong-menolong, rukun, kompetitif, disiplin, dan sebagainya. Nilai disiplin juga merupakan unsur nilai religi, di samping takwa, iman, yang menjadi unsur nilai seni di samping indah, melankolis, halus, riang, dinamis, kreatif, dan lain-lain. Dengan kata lain, sebuah atau beberapa nilai tersebar sebagai unsur dalam kategori nilai-nilai: pengetahuan, religi, sosial, seni, dan ekonomi. Keseluruhan nilai-nilai itu terkait satu dengan yang lain, sehingga merupakan satu sistem nilai budaya (cultural value system). (Wawan-Junaidi, diunduh 1 oktober 2012).
Pada tulisan ini lebih menekankan pada nilai sosial yang cakupannya meliputi: tertib, setia kawan, harga diri, tolong menolong, rukun, kompetitif, disiplin, dsbnya. Merupakan inti pokok dari konsep nilai sosial yang ada dalam tata pergaulan kehidupan sehari hari. Di samping itu hal ini merupakan sikap sosial untuk menuju kepada kesuksesan dalam berkarya. Konsep ini juga yang mendorong keberhasilan warga transmigrasi untuk mencapai kesuksesan.   
3. [bookmark: _Toc476564344]Kolonisasi, Transmigrasi dan Pandangan Hidup
Definisi konseptual Kolonisasi, Transmigrasi, bahkan migrasi adalah sangat berbeda. Namun  esensial masalahnya adalah sama, yaitu membahas perpindahan penduduk. Konsep kolonisasi yang dikembangkan Penjajahan Belanda pada tahun 1905, dengan uji coba memindahkan penduduk dari Bagelen ke Gedung Tataan, itu adalah pemindahan yang diformalkan oleh Pemerintahan Belanda. Sebelum sengaja diformalkan sebenarnya perpindahan penduduk dengan pola migrasi sudah terjadi jauh sebelum itu. Hanya saja perpindahan itu bersifat sangat individual, dengan motif individual juga. Beberapa hasil penelitian menemukan perpindahan penduduk pulau Jawa ke Sumatra, atau dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah pulau atau antarpulau, sudah terjadi sebelum tahun 1905. Kebanyakan dari mereka adalah karena alasan ekonomi, politik lokal, harga diri, atau sebab sebab lain yang bersifat individual.
Pada masyarakat Jawa ada pemeo yang mengatakan bahwa seseorang itu meninggalkan kampung halamannya memiliki salah satu sebab, yaitu kalau tidak ‘kurang’, atau karena “wirang.” Kurang diartikan sebagai karena persoalan ekonomi; dengan kata lain seseorang meninggalkakan kampung halamannya karena kekurangan sandang, pangan dan papan. Sedangkan wirang, lebih diartikan kepada harga diri. Dalam pengertian luas wirang ini bisa karena perbuatan yang menurunkan martabat. Adapun bentuk perbuatannya dapat beragam, sesuai dengan tataaturan sosial disuatu tempat.  
Walaupun sebenarnya dorongan perpindahan seperti itu juga ada pada etnik lain tetapi tidak sesempit itu. Sebagai contoh pada masyarakat Bugis pergi merantau adalah konsep harga diri. Salatang (1980) mengatakan bahwa jika ada pemuda Bugis yang tidak pernah meninggalkan desanya untuk pergi merantau, pemuda tadi dikatakan sebagai penakut.
Demikian juga pada waktu pencalonan Pasirah sebagai pimpinan Marga di Sumatra Selatan, jika ada calon yang kalah, mereka akan meninggalkan desa bersama keluarganya untuk membuka wilayah pemukiman baru, sehingga mereka mampu menegakkan harga diri lagi dengan menjadi Pimpinan kelompok di dalam masyarakat baru tadi. (Madrie, 1981). 
Berarti setiap perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat lain, jika ada diantara mereka yang sukses atau berhasil, baik secara sosial maupun ekonomi, berarti di sana ada nilai nilai yang mendorong capaian tadi sebagai motor penggerak, baik secara individual maupun kelompok. Dorongan mencapai keberhasilan ini merupakan motor penggerak yang dapat bermanfaat bagi individu maupun kelompoknya. Walaupun ada sisi negatif lain yang berpotensi menjadi konflik yaitu, kesuksesan secara ekonomi akibat bekerja keras ini dapat membuahkan juga ketidakberterimaan dari warga yang kurang beruntung.  
Wujud memformalkan perpindahan penduduk oleh Belanda melalui program kolonisasi diawal tahun 1905, diduga adalah upaya pertimbangan ekonomi guna penyediaan tenaga kerja perkebunan murah yang akan dibuka oleh Belanda di luar Pulau Jawa. Tenaga dari Jawa dikenal ulet, penurut, dan mudah dikendalikan. Di samping alasan rasional lain yaitu pengendalian jumlah penduduk Pulau Jawa.
4. [bookmark: _Toc476564345]Konflik dan Integrasi
Berbicara masalah integrasi berarti juga berbicara masalah konflik, karena konflik dan integrasi itu memiliki peluang yang sama kejadiannya dalam masyarakat (Simmel, dalam Soerjono Soekamto, 1986). Hal ini dipertegas oleh Parsons (1964) bahwa terjadinya interaksi di dalam masyarakat karena adanya medan feducary sebagai jendela dan kesepakatan atau nilai nilai umum merupakan perekat di dalam  interaksi sosial yang dikembangkan.
Adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi dan variabel lain yang mengintervensi masyarakat, hal inilah yang akan mempengaruhi konsensus normatif yang telah mereka lakukan. Atas dasar itu diperlukan suatu nilai dasar yang dimiliki atau diakui kehadirannya oleh semua suku bangsa sebagai bagian dari kemajemukan, nilai inilah disebut nilai integratif (Sudjarwo, 1997).   Tanpa adanya suatu nilai integratif yang dipercaya atau diterima keberadaannya oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, maka masyarakat tersebut tidak akan pernah bebas dari konflik emsternal dan internal.
Nilai integratif dari masing masing suku bangsa di daerah transmigrasi ditemukan sebagai berikut (Sudjarwo, 1997) : 

1.Responden Jawa
Nepakke awake dewe : terjemahan bebasnya, mengukur dengan badan sendiri (Tepo seliro)
Isin       : terjemahan bebasnya, malu dalam arti harga diri
2.Responden Bali
Salulung-sabayantaka : terjemahan bebasnya, selalu bersama, walaupun dalam keadaan susah                                        Maupun senang
Paras-Poros : terjemahan bebasnya, sikap tenggang rasa dalam bermasyarakat
Matulung : terjemahan bebasnya, memberikan bantuan kepada orang susah
Ngarombo : terjemahan bebasnya, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu.
3.Responden Bugis
Jika ingin sukses dalam bergaul, terutama diperantauan ada tiga hal yang harus dijaga:
Cappak lilamu : terjemahan bebasnya, jaga ujung lidahmu
Cappak kawalimu : terjemahan bebasnya, jaga ujung senjatamu
Cappak parewamu : terjemahan bebasnya, jaga ujung kemaluanmu
4.Responden Lampung
Nemu nyimah : terjemahan bebasnya, suka memberi, baik mereka yang dalam kesulitan maupun tidak.
Nengah Nyappur: terjemahan bebasnya, suka bergaul dan bermusyawarah
Sakai sembayan: terjemahan bebasnya, suka menolong dan bergotong royong
5.Responden Semendo/Ogan
Seganti Setungguan: terjemahan bebasnya, saling menyayangi dan menghormati 
6.Responden Sunda
Batur salembur: terjemahan bebasnya, menganggap orang lain sebagai teman sekampung
Rempuk cukung balarea, pindah caik pindah tampian: terjemahan bebasnya, harus mampu                            menyesuaikan diri.
Nilai nilai integrasi yang melekat pada tata nilai kehidupan pada masing masing sub etnik ini menunjukkan bahwa disetiap sub etnik memiliki potensi untuk saling membuka diri, dan mengembangkan pola interaksi bersama.
Nilai perekat seperti ini menunjukkan bahwa jika ada yang terusik dari perekat tadi, maka akan terjadi konflik diantara mereka. Kasus kasus konflik sosial yang selama ini muncul didaerah transmigrasi, atau pemukiman baru lainnya, diduga karena medan feducary yang selama ini terbangun mengalami ‘pengecilan” area, atau hilang sama sekali. Kondisi ini membuat rapuhnya interaksi sosial yang dibangun, akibat lanjut jika terjadi pemicu untuk terjadinya konflik, maka kondisi itu memungkinkan terjadinya ‘ledakan sosial”. 
Hal lain yang dapat merusak medan fiducary ini ialah frustrasi sosial. Kondisi ini muncul karena para pelaku sosial tidak mendapatkan perlakuan yang adil, atau merasa didzolimi oleh pihak lain, atau ada variabel lain. Kondisi ini yang memungkinkan muculnya “amok” dalam masyarakat.  
5. [bookmark: _Toc476564346]Dulu dan Sekarang
Seiring perjalanan waktu ternyata telah terjadi perubahan yang mendasar dari pola interaksi yang ada. Akhir akhir ini di daerah pemukiman eks transmigrasi sering muncul gejolak sosial, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan. Daerah yang semula aman damai menjadi daerah yang bergolak. Seakan akan integrasi yang selama ini terbangun menjadi terbelah. Para elite menyebut sebagai konflik horizontal.
Untuk mengurai hal ini tidaklah mudah, karena ada sejumlah variabel yang diduga memberi kontribusi terhadap berlakunya peristiwa ini. Untuk masing-masing daerah ternyata berbeda dalam hal variabel utamanya; namun demikian ada kesamaan mendasar yang mungkin dapat dijadikan bahan dasar kajian.
Pertama, ada semacam situasi frustrasi sosial pada masyarakat yang diakibatkan dari rasa ditinggal sendiri oleh pemimpin. Masyarakat merasa dibutuhkan oleh pemimpin hanya saat Pemilu atau Pemilu Kada, setelah hajat itu mereka merasa tidak ada pemimpin yang mau peduli dengan mereka. Akibat frustrasi sosiaal ini mereka berbuat apa saja yang mereka yakini benar. Masyarakat haus akan pemimpin yang mau mendampingi mereka kapanpun, dan dalam peristiwa apapun. Konsep mendampingi ini sering berbeda makna antara pemimpin dengan rakyat. Pemimpin merasa mereka tidak perlu hadir secara fisik, cukup diwakili oleh aparat terkait atau program program kepemerintahan. Sedangkan rakyat mempersepsikan kehadiran pemimpin itu adalah secara fisik datang menjumpai mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan melihat apa yang telah mereka perbuat.
Kedua, adanya semacam kehatihatian yang begitu berlebihan dari aparat keamanan karena khawatir melanggar Hak Azazi Manusia. Aparat keamanan tingkat lapangan sering dihadapkan pada pilihan pilihan sulit, yaitu antara bertindak cepat, keselamatan diri, dan dengan pelanggaran akan hak hak azazi. Pilihan sulit ini cenderung mereka berbuat untuk tidak berbuat jika itu nantinya akan membuahkan pelanggaran. Sekilas tampak seperti pembiaran, namun sebenarnya adalah kehatihatian yang sangat berlebihan. Akibat lain juga aparat kurang peka terhadap gejala gejala awal. Dengan berlindung pada dalih “belum ada laporan masuk”, akibatnya suatu peristiwa sosial menjadi besar tanpa bisa dikendalikan; karena hanya mengandalkan pendekatan formal.
Ketiga, perdamaian yang tidak membuat damai. Maksudnya ialah masyarakat menilai aparat penyelenggara negara hanya berperan sebagai pemadam kebakaran; yaitu dengan ingin segera meredam persoalan dengan cara damai yang instan. Setelah perdamaian terwujud, tidak lanjut yang ada hanya sebatas perbaikan fisik; sedangkan perbaikan sosial, dengan therapy sosial; sangat jarang dilakukan. Membangun jejaring sosial setelah pascakonflik adalah pekerjaan jangka panjang yang sering tidak diprogram secara baik. Hal ini kebanyakan diserahkan oleh pemerintah kepada tokoh tokoh informal masyarakat sendiri dalam mencari bentuk. Tidak ada tindak lanjut yang dibuat bersama dan dikerjakan bersama secara berkesinambungan antara kelompok yang sedang berselisih dengan pemerintah. Demikian juga bentuk perdamaian kebanyakan dilakukan selesai begitu saja setelah acara serimonial selesai. Bentuk perdamaianpun hanya ada pada batas atas saja, dalam arti tidak tersebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, akibat lanjut masyarakat akar rumput merasa menjadi penonton, padahal mereka sering menjadi sasaran utama jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan.
Keempat, adanya kecenderungan untuk mempolitisasi dari suatu peristiwa. Walaupun ini bukan hal baru; tetapi pada akhir akhir ini kondisi tersebut kelihatan dilakukan secara terbuka. Kalau ini dilakukan oleh para elite maka rakyat akan menjadi obyek yang tentunya amat merugikan, karena ketenteraman akan makin menjauh. Tidak ada upaya mengembangkan issue positif dari para pelaku politik lokal, yang mereka lakukan diam jika tidak menguntungkan, dan akan berteriak kencang jika ada sesuatu yang dapat diambil manfaat secara politis.
Modal dasar sosial yang ada selama ini bisa rusak karena hal hal di atas; oleh sebab itu penanganan segera, dan kearifan pemimpin untuk selalu bersama rakyat, adalah dua hal yang tidak dapat dihindari dan amat mendesak untuk dilakukan demi terwujudnya integrasi bangsa.       

6. [bookmark: _Toc476564347]Kesimpulan
Pertama, ada sejumlah variabel yang harus diwaspadai dalam membentuk nilai nilai integrasi pada masyarakat transmigrasi, untuk itu para pengambil kebijakkan harus mampu melihat variabel dominan ini secara hati-hati, karena variabel ini dimasing-masing daerah berbeda. Ketidak mampuan mengenali variabel kontributif, akan membuat terjebak pada penafsiran dari dinamika sosial kepada gejolak sosial. 
Kedua, untuk memahami masyarakat transmigrasi harus dilihat dari dua segi utama yaitu konflik dan integrasi, karena kedua hal tersebut bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Persoalan yang muncul ialah bagaimana mengendalikan integrasi yang sudah ada tidak berubah menjadi konflik yang berpotensi berkembang menjadi kerusuhan sosial.
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[bookmark: _Toc476564349]BAB IX
[bookmark: _Toc476564350]MODEL-MODEL  PEMBELAJARAN  MODERN

[bookmark: _Toc476564351]1.Pendahuluan 
Pada masa lalu kita mengenal istilah “dedaktik dan metodik”; yang istilah ringkasnya adalah ilmu belajar- mengajar (dedaktik adalah ilmu mengajar, metodik adalah cara mengajar) .  Pada dekade itu tuntutan pembelajaran belum seperti sekarang ini, penguasaan  Baca, Tulis, dan Hitung; merupakan tiga orientasi keharusan pada tingkat dasar. Pada saat itu orientasi pembelajaran pada  “hafalan”, bukan pada “pemahaman”, oleh karenanya perubahan perilaku diukur dari seberapa banyak ilmu yang dihafal. Namun demikian pada dasarnya ada prinsip-prinsip dasar yang terus berlanjut dengan bentuk baru.
Prinsip-prinsip dasar itulah yang kemudian mendasari perkembangan baru dalam model pembelajaran. Semula berbasis “siswa aktif” kemudian berkembang menjadi “interaktif” dalam  arti guru dan siswa sama-sama aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran, model ini lebih dikenal orang dengan model konstruktivisme; yaitu guru dan siswa sama-sama aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran.   
Bentuk bentuk penjelmaannya dari yang sederhana seperti CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif)  pada masa lalu, sampai dengan sekarang yang menjelma dalam beragam model. Penjelmaan ini tampaknya menjadikan guru harus selalu belajar untuk menguasai  menguasai secara khusus; sehingga dalam melaksanakannya tidak salah. Khusus dalam hal ini adalah cara mengoperasionalkan model dimuka kelas pada waktu menggelar pembelajaran.
Oleh sebab itu sebagian ahli menambahkan bahwa ada tujuh nilai utama yang harus dikuasai saat sebelum kita menggelar pembelajaran, yaitu: kolaborasi, otonomi individu, generativitas, reflektivitas, keaktifan, relevansi diri, dan pluralisme. Nilai-nilai tersebut menyediakan peluang kepada siswa dalam pencapaian pemahaman secara mendalam (Anamulyana. Blokspot, diunduh : 1 Feb 2016). Semua itu merupakan pengembangan dari azaz dedaktik yang meliputi; motivasi, aktivitas, appersepsi, peragaan, ulangan, korelasi, konsentrasi, individualisasi, sosialisasi, dan evaluasi (Mitra Guru, 2011). 
[bookmark: _Toc476564352]2.Konsepsi Dasar
Berdasarkan hasil kajian mendalam dan beberapa hasil penelitian mahasiswa pascasarjana; ternyata esensi model pembelajaran apapun itu harus menyentuh 5 hal, yaitu:
a. Aktif
maksudnya ialah bahwa dalam menggelar pembelajaran di samping guru dalam melaksanakan pembelajaran aktif dalam memberikan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana bahan ajar yang diberikan mamapu membuat peserta didik menjadi aktif, baik secara fisik maupun psikologis. Aktif secara fisik maksudnya ialah peserta didik diberi kebebasan untuk melakukan gerakan pembelajaran, sedangkan secara psikologis ialah peserta didik dapat sepenuhnya hadir terlibat dalam proses pembelajaran. 
b. Inovatif
maksudnya ialah pembelajaran yang digelar harus mamapu memberikan ruang kepada peserta didik dan guru untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan.
c. Kreatif
maksudnya ialah proses pembelajaraan yang digelar mampu menumbuhkembangkan kreatifitas guru dan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah digariskan.
d. Efektif
maksudnya ialah bahwa metode pembelajaran yang dipilih harus mampu membeuat mudah, cepat, dan murah peserta pembelajaran dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
e. Menyenangkan
konsep menyenangkan disini bukan bermakna hanya peserta didik saja yang harus senang dalam belajar, tetapi juga guru yang menggelar pembelajaran harus juga tulus dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
Kelima hal di atas merupakan inti dari apapun pilihan metode pembelajaran yang kita pilih dalam menggelar proses pembelajaran.  Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada guru sebelum memutuskan akan menggunakan metode pembelajaran, seharusnya dari awal sudah mampu membuat skenario pembelajaran dengan baik, sehingga mengetahui bagian-bagian mana bahan ajar yang akan disajikan harus mendapatkan penekanan.
Pada akhir-akhir ini banyak sekali berkembang metode pembelajaran yang baru; bahkan semakin canggih dalam penggunaannya, namun kita harus menyadari keterbatasan beberapa hal: (1) keterbatasan pribadi, dalam arti bahwa tidak semua kita cocok menggunakan metode tersebut, (2) kemampuan peserta didik, hal ini perlu disadari bahwa kemampuan peserta didik juga ikut memberi sumbangan akan keberhasilan dari penggunaan metoda. (3) sarana dan prasarana, perlu diinggat bahwa keterbatasan sarana di sekolah juga ikut memberikan sumbangan akan keterlaksananya penggunaan metode pembelajaran.

[bookmark: _Toc476564353]3. Beberapa Metode Pembelajaran Mutahir
3.1 Metode Resitasi
Metode ini sepintas kilas hampir  mirip metode Pekerjaan Rumah (PR), akan tetapi sebenarnya berbeda sekali (Sudjarwo:2015). Jika Pekerjaan Rumah (PR) itu mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di sekolah tetapi karena kurangnya waktu, maka dikerjakan di rumah. Sedangkan metode Resitasi mengerjakan pekerjaan yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk mempelajari Topik atau Pokok Bahasan yang akan di ajarkan. Conto h; minggu depan Guru IPS akan membahas masalah Kemiskinan,  Seminggu sebelumnya Guru menugaskan Siswa untuk mengamati kehidupan pemulung. Pada waktu Jam Pembelajaran di gelar; maka siswa dipersilahkan terlebih dahulu melaporkan hasil pengamatan mereka tentang Pemulung. Kemudian mereka sendiri menyimpulkan Bagaimana Kehidupan Pemulung itu. Setelah selesai baru kemudian Topik Pembelajaran tentang Kemiskinan disampaikan oleh guru.
Metode Resitasi ini sangat membantu terutama ;
a. memperdalam pengertian peserta didik terhadap bahan yang telah diterima
b. melatih belajar mandiri
c. melatih disiplin waktu
d. mengisi waktu luang peserta didik untuk bernilai guna
e. melatih untuk menemukan sendiri cara menyelesaikan tugas
f. memperkaya pengalaman pribadi peserta didik.
Metode Resitasi ini mampu mengembangkan daya nalar dan kemandirian peserta didik dengan baik, namun memerlukan  persiapan yang sungguh-sungguh dari guru, karena menyangkut banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Antara lain aspek keselamatan peserta didik di lapangan, ketersediaan waktu untuk memaparkan hasil pengamatan, pemahaman orang tua akan pentingnya metode ini, terakhir  kedisiplinan peserta didik menjadi kunci.
3.2. Methode investigasi kelompok (Group investigation)
Metode ini sering juga disebut dengan Metode Pembelajaran Kooperatif; yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri bahan-bahan yang akan dipelajari, melalui bahan-bahan yang tersedia (Sudjarwo. 2015). Peserta didik dilibatkan sejak dini, yaitu sejak mencari bahan dalam pemecahan topik, menentukan metode, dan lain sebagainya, melalui investigasi.
Metode ini dapat melatih peserta didik untuk berfikir mandiri, keterlibatan secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Oleh karenanya dalam metode ini ada 3 (tiga) konsep utama, yaitu : (1) penelitian, dimana siswa secara aktif memberikan respon saat memecahkan masalah  (2) pengetahuan, adalah pengalaman hasil belajar yang selama ini telah dimiliki  (3) dinamika kelompok, interaksi antar peserta didik dengan sejumlah pengalaman belajar yang selama ini mereka miliki sebagaai bahan berargumentasi serta bertukar ide antarmereka (Sudjarwo, 2015).
Beberapa  hal  yang harus diperhatikan jika kita akan menggunakan metode ini:
a. memerlukan kemampuan anggota kelompok; maksudnya ialah metode ini efektif jika rerata kemampuan anggota kelompok baik, namun jika ada anggota yang memiliki kemampuan kurang, maka akan menjadi beban kelompoknya. Atau anggota yang sedikit malas untuk berdebat atau beda pendapat, maka anggota ini akan menjadi penonton dalam kelompok.
b. rencana kooperatif, maksudnya ialah peserta didik harus sudah  memiliki rencana kerja dalam memecahkan masalah, dalam arti siapa mengerjakan apa, kemudian bagaimana meramu pendapat mereka, kemudian siapa yang mempresentasikan hasil mereka.
c. peran pendidik, maksudnya ialah pendidik harus mampu menjadi fasilitator yang baik, bahkan jika melihat kemacetan kelompok, pendidik harus mampu menjadi dinamisator untuk menggerakan kelompok itu.
Langkah-langkah dalam menerapkan metode ini yaitu :
1. Peserta didik memilih topik yang sudah disediakan; kemudian mereka mengelompok pada anggota lain yang memiliki peminatan sama, untuk kemudian membuat kelompok.
2. Peserta didik yang telah membentuk kelompok kemudian menetapkan prosedur yang akan mereka lakukan dalam memecahkan masalah. Di sisni peran pendidik sangat membantu untuk bersama kelompok menetapkan prosedure kerja.
3. Peserta didik mengimplementasikan semua prosedur kerja yang telah mereka tetapkan, kemudian mereka bebas melakukan improvisasi untuk menggunakan berbagai sumber dalam memecahkan masalah.
4. langkah selanjutnya mereka melakukan analisis dan sintesis dari semua hasil yang diperoleh anggota kelompok.
5. Menetapkan siapa anggota kelompok yang akan menjadi juru bicara, dan mempersiapkan bahan yang akan mereka sajikan.
6. langkah terakhir melakukan evaluasi bersama antarkelompok yang difasilitasi oleh pendidik sebagai nara sumber.
Demikian langkah-langkah standar yang harus dilakukan jika kita berkeinginan menggunakan metode ini dalam mengeksplorasi kemampuan peserta didik secara maksimal.
3.3. Metode Merangkai Gambar (Picture and Picture)
Metode ini mencocokkan gambar pada disain yang telah di acak sedemikian rupa. Gambar yang telah dipersiapkan harus ada kaitannya dengan topik yang ingin diajarkan. Contoh kita ingin menyampaikan topik Potensi Daerah, daerah yang di pilih kemudian di potong-potong menjadi beberapa bagian, sesuai  dengan wilayahnya. Potongan gambar ini kemudian di acak sedemikian rupa, dan dibagikan kepada anggota kelompok. Masing-masing tidak mengetahui bagian mana mereka dapat gambar daerah tadi. Guru kemudian meletakkan disain besar rancangan gambar di muka kelas. Peserta didik harus menempelkan bagian yang mereka dapat kepada disain tadi, sehingga ditemukan gambar utuh. Selanjutnya masing-masing peserta didik harus menceritakan gambat utuh tadi dari apa yang dia ketahui.
Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan pada waktu metode ini dipilih:
a. Pilihlah gambar yang tidak asing bagi peserta didik, karena gambar yang asing akan membuat peserta didik berputar-putar mencari gambar bukan isi gambar.
b. Gambar harus berwarna sehingga peserta didik dapat terinspirasi dengan baik.
c. Keterbacaan terhadap gambar akan mempermudah bagi peserta didik dalam mencari sumber belajar lain sebagai alat bantu.
d. Kemampuan improvisasai dari pendidik sangat menentukan keberhasilan penggunaan metode ini, oleh sebab itu sangat dianjurkan kepada pendidik yang akan memilih menggunakan metode ini mempersiapkan dengan sebaik-baiknya.
Berdasarkan pengalaman penulis dalam menggunakan metode ini tidak bisa digunakan secara tunggal, tetapi harus dibantu metode lain sebagai penunjang. Oleh sebab itu bagi mereka yang pemula, sebaiknya sebelum memutuskan menggunakan metode ini dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan teman guru sebidang. Namun demikian metode ini memiliki keunggulan mengajak peserta didik untuk berfikir menyeluruh dan mendalam.
Demikianlah sebagian kecil dari metode pembelajaran modern yang saat ini berkembang di dunia pembelajaran, dan sangat dianjurkan para pendidik setelah membaca tulisan ini dapat terangsang untuk mencari metode yang lainnya melalui media pembelajaran yang ada. Tidak kalah penting ialah keberanian mencoba dari metode yang ada kemudian melakukan improvisasi guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya mendokumentasikannya dengan baik, sehingga pada waktu diperlukan pada masa yang akan datang dapat dijadikan sumber belajar.
 Tepi Danau Ranau 7 Februari 2015
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Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH), adalah disiplin ilmu yang dikembangkan pada tingkat Perguruan Tinggi dengan derajat pascasarjana. Implementasinya ada pada pendidikan formal dan non formal di Tingkat Satuan Pendidikan. PKLH ini pada era Orde Baru dijadikan salah satu sub kegiatan pada Institusi Keluarga Berencana bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan muatan lebih pada pendidikan kependudukannya, sedangkan lingkungan hidup lebih difokuskan pada konservasi. Oleh sebab itu lingkungan hidup lebih ditonjolkan kepada aksi-aksi nyata, seperti penanaman sejuta pohon, penanaman mangrove, penghijauan daerah tandus.
Bentuk penyajian pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengintegrasikan pokok bahasan kepada bidang study yang dimungkinkan, dengan tidak memisahkan apakah antara Kelompok Ilmu Pengetahuan Alam, atau Kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial/Humaniora. Model ini lebih dikenal dengan lintas bidang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N0. 008C/U/1975 menetapkan bahwa Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) mulai diterapkan di Sekolah Dasar, adapun bentuk penyajiannya diintegrasikan dengan bidang studi tertentu. Kemudian tahun 1984 pokok bahasan yang berkaitan dengan PKLH dimasukkan secara integrative kedalam kurikulum satuan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah/Kejuruan. Hal ini kemudian dikuatkan dengan Memorandum Bersama antara Menteri Pendidikan dengan Menteri Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama No. 0142/U/1996 dan No.Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.
Selanjutnya Pada Tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK bersama nomor : Kep No 07/MenLH/2005 dan No 05/VI/KB/2005, untuk pembinaan dan pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa PKLH dilakukan secara integrasi dengan mata pelajaran yang telah ada.
Selanjutnya semenjak tahun 2000, sistem pemerintahan di Indonesia bergeser dari Sentralistik menuju kearah Otonomi Daerah. Termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Pra Sekolah sampai dengan jenjang Pendidikan Menengah Atas. Dari beberapa sumber ditemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan di era otonomi daerah ini mengalami beberapa persoalan mendasar dan serius; diantaranya ialah persoalan penyelenggaraan pendidikan, dan persoalan penyediaan sarana/prasarana pendidikan. Hal ini tentunya berdampak pada bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada program yang bersifat antardepartemen, termasuk PKLH. Persoalan kependudukan yang sering dikaitkan dengan Program Keluarga Berencana tidak begitu baik penyelenggaraannya, dan persoalan lingkungan hidup juga terabaikan dalam penanganannya.
[bookmark: _Toc476564359]2.Pembahasan
Masalah Kependudukan dan masalah Lingkungan Hidup sudah lama mendapatkan perhatian dunia; Salah satu pertemuan di Pounex, Swiss menyimpulkan bahwa masalah lingkungan tidak saja disebabkan oleh kemajuan melainkan juga oleh keterbelakangan dan kemiskinan (Ilmu Budaya Dasar; 2011). Oleh karena itu masalah kependudukan bukan hanya tanggungjawab negara-negara maju saja, akan tetapi merupakan tanggungjawab semua negara yang ada di muka bumi ini. Termasuk di dalamnya Indonesia yang memiliki persoalan dengan Lingkungan Hidup dan Kependudukan.
Usaha yang telah dilakukan semenjak tahun 1976 lalu, ternyata mulai tahun 2000, semenjak era Otonomi Daerah diberlakukan, persoalan PKLH ini mengalami sejumlah hambatan, antara lain: 
2.1. Kelembagaan
Ketidakadaan lembaga yang secara khusus ditugasi untuk mengelola PKLH di daerah, maka pada era otonomi persoalan ini tidak mendapatkan perhatian dari Kepala Daerah. Jika ada itupun pada tingkat Provinsi, sedangkan untuk daerah Kabupaten/Kota sangat sedikit sekali yang memperhatikan dan atau memberi skala prioritas untuk PKLH. Anggapan yang terbangun selama ini bahwa urusan PKLH adalah urusan pusat, sementara pusat mengatakan itu termasuk wilayah otonomi daerah. Kondisi inilah yang membuat PKLH hanya berada pada ranah sub bagian dari topic pembelajaran di muka kelas.
2.2. Ketiadaan road map
Kebijakan yang berkaitan dengan PKLH diserahkan sepenuhnya kepada guru di muka kelas, tidak ada road map dari daerah apa dan bagaimana PKLH akan dijalankan. Sedangkan aksi nyata untuk penyelamatan lingkungan hidup diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dan individu yang tertarik. Dengan demikian perjalanan PKLH di daerah sepenuhnya perjalanan akademik, tidak didukung oleh kebijakan daerah untuk membumikan PKLH.
2.3. Tidak memiliki nilai politis
Era otonomi daerah persoalan pembangunan sangat kental bermuatan politis; baik berupa pencitraan, atau penentu posisi tawar. PKLH ternyata tidak ada pada dua wilayah tersebut; akibatnya pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wali kota tidak memiliki tingkat kepedulian yang tinggi untuk PKLH. Menjadi sentral perhatian setelah terjadi bencana alam, atau bencana sosial lainnya, itupun bukan untuk penanganan atau penanggulangan, akan tetapi lebih untuk kepentingan lain, yang secara politis memiliki nilai tambah.
Paling tidak ketiga hal di atas, baik secara bersama-sama, atau sendiri-sendiri merupakan variable kontributif atas ketidakseriusan pengelolaan akan PKLH di daerah. Kondisi ini dapat diperhatikan perisriwa-peristiwa pengerusakan alam, dengan berlindung pada kepentingan ekonomi serta masyarakat miskin, menjadi semacam “jalan keluar” yang sah untuk dilakukan. Sehingga membuat posisi tawar kepala daerah menjadi naik, seolah “senterklass” atau “juru selamat” yang memperhatikan masyarakat kecil, atau mereka yang sedang menderita (lih: kasus tambang batubara Muaraenim,  Kompas 28 Januari 2015). Upaya sistimatis untuk menghindari, atau mencegah suatu bencana melalui pendidikan baik formal maupun nonformal, seolah sesuatu keniscayaan. 
Menurut Herry Suhardiyanto, yang disampaikan pada pembahasan RUUPPLH sebelum di sahkan tanggal 8 September 2009, Sumber kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan    di Indonesia banyak berpangkal pada dua masalah utama, yakni masalah kelembagaan/ struktural dan lemahnya pentaatan hukum. Ada dua fakta penting yang membuktikan hal ini. Pertama, studi terbaru yang diterbitkan oleh KLH-DANIDA dan ditulis oleh Maria Sumardjono (2008) menyimpulkan 13 UU yang mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk UU No 23 Tahun 1997), ternyata satu sama lain saling tumpang tindih dan tidak komplemen bahkan cenderung sebagai saling menegasikan. Kedua, hasil studi Kementerian Koordinasi Perekonomian (2007) tentang Daya Dukung Pulau Jawa yang menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terlampauinya daya dukung Pulau Jawa adalah masalah kelembagaan. Sekitar 63 persen Perda (atau 176 Perda) yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota se Jawa berorientasi ekstratif terhadap sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Sisanya 31 persen Perda (atau 85 Perda) berorientasi kolaboratif, dan hanya 6 persen saja (atau 17 Perda) yang berorientasi devolusi pengelolaan sumberdaya alam. (Wahid Hamdan, diakses 30 Januari 2015).
Hasil-hasil bahasan tersebut ternyata menujukkan bahwa kepedulian Pimpinan Pemerintah Daerah  memegang kunci utama untuk terselenggaranya PKLH di daerah tersebut. Dengan kata lain bahwa Kepala Daerah memegang posisi kunci dalam hal keterselengaraan PKLH berkaitan dengan kebijakkan mewajibkan pada satuan pendidikan di daerahnya.
Keberhasilan pelaksanaan PKLH ditentukan oleh kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan PKLH adalah membina dan mengembangkan anak didik agar memiliki sikap dan tingkahlaku kependudukan, serta dapat mengelola lingkungan hidup secara rasional dan bertanggungjawab dalam rangka memelihara keseimbangan sistem lingkungan dan penggunaan sumberdaya alam secara spiritual maupun material (lovely, diakses 30 Januari 2015.). Tujuan tersebut jika dikelompokkan akan menjadi dua aspek besar yaitu;.  Pertama, anak didik mau bersikap dan bertingkah laku reproduktif yang rasional dan bertanggung jawab melalui pembentukan keluarga kecil dalam lingkungan hidup yang dikelola secara serasi dengan kepentingan individu dan keluarganya sendiri. Kedua,  anak didik bersikap dan bertingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah kependudukan dan pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari kepentingan masyarakat umum, bangsa dan dunia secara keseluruhan. 
Mencermati hal di atas; adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai jika tidak adanya kebijakkan tingkat lokal yang memberikan dorongan agar tujuan tersebut tercapai. Kebijakkan tingkat lokal ini adalah sistem yang dibangun oleh birokrasi pendidikan tingkat daerah, sehingga mendorong PKLH dapat dilaksanakan, bahkan menjadi keharusan disetiap satuan pendidikan. Kemudian disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan penyelenggaaraan, termasuk melakukan pelatihan guru secara berjenjang dan berkelanjutan. 
Kebijakkan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakkan ditingkat Pengawas Pedidikan yang diwajibkan melakukan pengawawasan pada tingkat proses pembelajaran di muka kelas, dan semua ini termaktub dalam rencana pembelajaran yang disusun oleh penyelenggara pendidikan. 
Untuk semua hal di atas peran pemerintah daerah melalui kewenangan otonominya dapat mampu berbuat banyak untuk penyelenggaraan PKLH di satuan kerja yang ditunjuk. Aturan formal sudah ada, perangkat perundangan sudah ada, tinggal niat baik dari para penguasa daerah untuk melaksanakannya.
[bookmark: _Toc476564360]3.  Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas ialah:
Pertama, PKLH pada era otonomi daerah belum berjalan semabagaimana yang diharapkan, oleh karena itu perlu keterlibatan Pimpinan Daerah guna proses penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan berlangsung sesuai harapan.
Kedua, mengingat misi strategis yang diemban oleh PKLH dalam melestarikan alam dan kependudukan, maka diperlukan aturan daerah yang mengikat semua pihak penyelenggara pendidikan dan pemerintahan, sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaannya.
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1. [bookmark: _Toc476564364]Pendahuluan 
Belajar adalah suatu kebutuhan manusia dalam rangka survive untuk menghadapi tantangan hidup. Tanpa adanya keinginan belajar dari manusia, maka spicies manusia itu sudah lama punah. Hal ini dapat kita lihat pada dasarnya manusia yang mampu mengatasi persoalan hidup melalaui belajar pada masanya, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. 
Dorongan belajar yang ada di dalam dirinya ini di bawa secara kodrati dari lahir, dan merupakan karunia awal yang diberikan oleh SANG PENCIPTA kepada manusia. Ini dapat kita lihat tatkala masa tidur berakhir yaitu sekitar 24 jam setelah kelahiran, maka bayi manusia tadi akan bergerak melalui menggunakan mulutnya untuk mencari sesuatu yang dia perlukan untuk mencari kenyamanan. Jika hal ini tidak didapat, reaksi pertama yang dilakukan adalah menangis sebagai penanda dia membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama Ibu secara reflektif karena pengalaman belajar sosial selama ini, untuk menenangkan sang bayi menyodorkan puting susu kemulut bayi. Stimulus dan respon ini berulang, maka proses belajar terjadi dalam kehidupan manusia di tingkat dasar. Menggunakan istilah Pavlov inilah disebut dengan S – R  bond theory.
Pola sederhana ini terus berjalan dari tingkat yang paling sederhana sampai dengan tingkat yang lebih tinggi dan rumit. Keberhasilan dari manusia dalam memberikan respon kehidupan ini menjadikan manusia berada pada dua pilihan. Pilihan pertama; jika terlalu mengandalkan respon dari orang lain, maka dia berkembang ke arah ketergantungan. Sebaliknya pilihan ke dua, jika berkembang ke arah lebih mengutamakan Stimulus; maka dia akan berkembang ke arah mandiri.
Pengalaman belajar sosial seperti di atas berkembang terus sejalan dengan berkembangnya akal dan bertambahnya usia kronologis. Hal ini juga direspon dengan pendidikan formal yang berbasis kelas, sehingga kekhasan individual sering terkorbankan. Akibatnya pada saat pembelajaran yang mengandalkan kemandirian, banyak diantara mereka gagal untuk menyelesaikan tugas perkembangan sebagai individu.
Univeritas Terbuka melihat ini sebagai suatu peluang untuk memaksimalkan potensi individual ini menjadi daya dorong dalam proses belajar mandiri. Atas dasar rasional ini maka Universitas Terbuka juga mencoba memfasilitasi untuk tumbuhkembangnya kemandirian. Tulisan ini mencoba memberikan kiat-kiat agar belajar mandiri itu sukses.
2. [bookmark: _Toc476564365]Strategi Belajar Mandiri
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 1988), kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Belajar mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan belajar secara efisien. Kemampuan belajar bergantung pada kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. Untuk dapat belajar mandiri secara efisien, dituntut memiliki disiplin diri, inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat.  Juga dituntut untuk dapat mengatur waktunya dengan efisien, sehingga dapat belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang ditent ukan sendiri. (Universitas Terbuka, 2015, diakses 10 Maret 2016).
Berdasarkan kajian beberapa hasil penelitian ternyata belajar mandiri sifatnya sangat personal, maksudnya bahwa setiap individu memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Tidak dapat dibuat patokan khusus tentang strategi untuk belajar mandiri, yang dapat dilakukan adalah memberikan panduan umum yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh semua orang.
Strategi pertama
Harus memiliki keyakinan diri yang kuat bahwa dirinya mampu mengerjakan  pekerjaan apapun secara mandiri. Keyakinan ini sangat penting karena atas dasar keyakinan inilah maka semua yang akan dikerjakan terasa ringan. Tanpa keyakinan yang demikian ini sulit bagi seseorang untuk bangkit secara pisikologis guna menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya. Dorongan psikologis ini sangat membantu lebih dari separuh kesuksesan yang akan diraih.
Strategi kedua
Cepat melakukan orientasi akan tugas yang dihadapi sehingga segera melakukan adaptasi pada  tugas tersebut.  Hal ini penting karena setiap tugas memiliki kekhasan tersendiri, oleh sebab itu pemahaman dengan cepat dan mendalam sangat diperlukan. Kecepatan melakukan orientasi tugas ini akan memudahkan dalam menentukan metoda guna menyelesaikan tugas. Kecepatan secara mekanistik ini sangat diperlukan sehingga diperoleh hasil yang cepat, tepat, dan berhasil guna.
Strategi ketiga
Melakukan klarifikasi pada tugas yang akan diselesaikan dengan cara membaca secara seksama petunjuk teknis atau perintah pengerjaan.  Hal ini sangat diperlukan karena tugas mandiri akan cepat selesai jika petunjuk teknis pengerjaan betul-betul dipahami. Membaca dan memahami petunjuk tehnis dengan benar berarti kita sudah mengerjakan pekerjaan tadi dengan benar sebesar lima puluh persen. Tinggal separoh lagi kita kerjakan dengan keyakinan dan usaha yang benar.
Strategi keempat
Melakukan pembacaan ulang dari apa yang menjadi tugas, baik dalam proses pengerjaan, maupun dalam finalisasi. Membaca ulang sering diabaikan oleh banyak orang, pada hal dalam mengerjakan tugas apapun, membaca ulang dalam finalisasi adalah suatu keharusan. Karena pada saat itulah koreksi akhir dilakukan, terutama yang berkaitan dengan tata tulis, kerunutan berfikir, dan keorsinilan dari suatu karya.  
Keempat strategi belajar mandiri di atas merupakan sesuatu yang bersifat umum, walaupun pada dasarnya masing-masing individu memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Oleh sebab itu kita harus mampu menemukenali sendiri kebiasaan-kebiasaan belajar kita masing-masing. Sebab sekalipun anak kembar identik, cara belajar mereka tetap berbeda, dan tidak dapat disamakan perlakuannya.
Hal lain juga yang tidak kalah pentingnya adalah sarana prasarana untuk belajar agar diperhatikan, mengingat sarana minimal untuk belajar juga akan mempengarui kualitas hasil belajar. Termasuk sarana minimal ini diantaranya adalah sistem penerangan dan sistem ventilasi udara yang menjadi keharusan agar tercipta situasi belajar yang kondusif. Walaupun tidak terlalu signifikan antara ketersediaan sarana dengan keberhasilan belajar, namun demikian tetap saja ada pengaruh terhadap situasi psikologis si pembelajar.
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[bookmark: _Toc476564367]MEMBANGUN KEKHASAN DI PERGURUAN TINGGI

1. [bookmark: _Toc476564368]Pendahuluan
Pada saat sekarang dunia sudah menjadi satu dalam sistem global, maka ada semacam “pertarungan” terselubung antarspecies, atau spesies satu dengan species lainnya.    Pertarungan ini bisa dengan cara lunak, atau dengan cara keras. Cara-cara lunak bisa dengan melakukan kooptasi, sedangkan dengan cara keras dilakukan dengan saling memusnakan. Menurut teori Darwin, mereka yang survive adalah yang keluar sebagai pemenang, dan akan terus berhadapan dengan pemenang lainnya dari hasul pertarungan lain lagi.  Hal seperti ini terus berjalan sampai dengan akhir dunia ini.
Jika teori tersebut dijadikan kerangka berfikir, maka mereka yang keluar sebagai pemenang yang memiliki ciri berbeda dari species lain sebagai lawannya. Untuk itu diperlukan kecerdasan untuk menemukenali keperbedaan itu dari species lain.  Demikian halnya dengan perguruan tinggi, jika kita perhatikan mereka yang bertahan berabad-abad lamanya, adalah perguruang tinggi yang memiliki nilai lebih pada bidang tertentu dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. 
Setiap Perguruan Tinggi memiliki kekhasan tersendiri terutama berkaitan dengan keunggulan yang dimiliki. “Kekhasan” ini menjadi sesuatu keharusan di samping sebagai “penanda” juga sebagai “keunggulan yang membedakan”. Atas dasar itu diperlukan sesuatu untuk “penanda” tadi yang membedakan dari perguruan tinggi lain dan hanya dimiliki oleh perguruan tinggi itu sendiri. 
Adapun aturan formal untuk penanda ini selanjutnya disahkan oleh Senat Akademik yang ada di Universitas/Perguruan Tinggi, sebagai penyelenggara pendidikan. Hal ini diperlukan karena lembaga inilah merupakan lembaga tertinggi bidang akademik di Perguruan Tinggi.
2. [bookmark: _Toc476564369]Pembahasan
Perguruan Tinggi adalah lembaga tertinggi untuk tataran penyelenggara pendidikan, berdasarkan KKNI maka level 5 (deploma), 6 (Sarjana), 7 (Spesialis), 8 (Strata 2), 9 (Strata 3) adalah derajat penguasaan keilmuan yang dituntut. Atas dasar itu diasumsikan bahwa keseragaman ini ternyata diperlukan dalam rangka standarisasi baku mutu. (Permen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia N0. 73 Tahun 2013).  
Namun demikian perlu diingat bahwa setiap Perguruan Tinggi dibangun tentu memiliki Visi dan Missi sendiri-sendiri. Sekalipun memiliki kesamaan dalam wujud disiplin keilmuan, akan tetapi disetiap Perguruan Tinggi memiliki penekanan masing-masing dalam hal mewujudkan cita-cita awal mengapa Perguruan Tinggi itu berdiri. Oleh karena itu “Roh” dari perguruan tinggi  tadi harus selalu terjaga dalam konteks kekinian. Secara herarkhis hal ini harus selalu terjaga dari tingkat pimpinan tertinggi (Rektor), sampai dengan tingkat terendah (Program Studi) yang ada di perguruan tinggi tersebut. Hal ini jika kita gambarkan maka akan tampak penampang sebagai berikut:

	 [image: ]
Gambar : 01 . Penampang  Kekhasan  Perguruan  Tinggi

Berdasarkan gambar penampang di atas, panah yang ada di dalamnya adalah “marwah” yang harus dijaga oleh penyelenggara Perguruan   Tinggi.  Marwah ini terbangun atas “kepercayaan” dari masyarakat yang memerlukan waktu tidak sebentar, bahkan boleh dikatakan sepanjang sejarah peradaban akademik yang dibangunnya. 
Implementasi dari semua ini kita dapat lihat pada perguruan tinggi – perguruan tinggi tertua di dunia. Mereka sangat menjaga marwah ini sehingga mampu menembus zaman dan waktu, akibatnya keberadaan mereka menjadi penanda sejarah. Deretan nama-nama perguruan tinggi tua yang menyejarah ini menjadi icon dunia akademik yang sangat kuat.  Berdasarkan kajian beberapa sumber ditemukan bahwa untuk membangun marwah ini diperlukan :
· Memiliki Visi dan Misi
Visi ini sangat diperlukan untuk memberikan arah kepada perjalanan perguruan tinggi itu ke depan.  Melalui Visi ini dapat di lihat apa dan bagaimana perguruan tinggi itu akan mencapai cita-citanya ke depan.
· Memiliki Tujuan
Perguruan tinggi itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur secara kualitas maupun kuantitas. Ini diperlukan karena khalayak sasaran akan menilai kearah mana perjalanan perguruan tinggi tersebut. 
Berdasarkan ke dua hal di atas maka entitas dari perguruan tinggi itu akan tampak sebagaimana adanya, dan menjadi pembeda yang nyata dari perguruan tinggi lain yang sejenis, atau serumpun.  Kekhasan inilah merupakan potensi unggulan yang harus selalu dipupuk dengan upaya-upaya mencetak keunggulan pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat.  
“..Tidak bisa dipungkiri, era saat ini adalah era branding. Perguruan tinggi harus bisa menunjukkan kekhasannya. Jadi ketika orang melihat sebuah perguruan tinggi, langsung terbangun citra apa yang didapat  darikampus tersebut “... (Murdiyat Moko, 2014). Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa Perguruan Tinggi di samping harus punya kekhasan juga harus mampu tampil agresif menjangkau penggunanya. Modal utama yang harus dimiliki adalah kualitas dan keterbukaan akan informasi. 
Semua hal tadi akan menjadi pendorong menuju pada reputasi; akumulasi dari citra organisasi ini yang kemudian bermuara pada reputasi, dan semua ini dibangun dalam proses waktu yang lama, serta terus menerus. Maraknya istilah Perguruan Tinggi Kelas Dunia (world class university)  mendorong semua perguruan tinggi memacu diri menuju pada kualitas dunia. Ini oleh A.Koesmargono (2009) justru dipertegas bahwa kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan kekhasan menjadi salah satu unggulan. Oleh karena itu, seluruh program study di Universitas perlu didorong untuk menemukan kekhasan masing-masing yang membedakannya dengan program study sejenis di universitas lain. 
3. [bookmark: _Toc476564370]Kesimpulan
Perguruan Tinggi setiap saat dihadapkan pada tantangan perubahan akan kebutuhan penggunaanya. Oleh sebab itu Perguruan Tinggi harus fleksibel dalam arti mengubah diri guna memenuhi tantangan jamnannya. Namun demikian perubahan yang selalu berubah itu bukan berarti bisa mengorbankan mutu, justru perubahan itu disukapi dengan selalu menjaga mutu dengan cara adanya kontrol kualitas yang berjalan secara simultan. 
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[bookmark: _Toc476564373]1.Pendahuluan
Menelisik Lampung dari sejarah demografi; ternyata ditemukan data yang ditulis oleh Orstom (dalam Sudjarwo,2005) bahwa pada Tahun 1817   Orang Banten sudah datang ke Lampung ikut memetik Kopi, di sekitar Kalianda Sekarang sampai dengan Kota Agung. Bahkan mereka jauh sebelum itu, yaitu sekitar tahun 1529 ada bukti sejarah yang mengatakan bahwa Orang-Orang Banten sudah berniaga di Lampung. Tahun 1876  Orang-Orang Semendo dari Sumatera Selatan bermigrasi Ke Lampung dengan menelusuri Bukit Barisan membuka perkebunan Kopi, dan disusul sekitar tahun 1925 Orang Ogan juga masuk ke wilayah Lampung yang berada di sekitar Ogan Lima sekarang.
Tahun 1905 daerah Lampung oleh Kolonial Belanda dijadikan daerah Kolonisasi pertama ; yaitu memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera dengan sistem tertentu yang pada waktu itu Lampung menerima 43 Orang Kolonis ditempatkan di Gedontataan. Hal ini selanjutnya disusul dengan program tahun 1906, 1907 dan 1908 (Sudjarwo :2005:4).
Pembuka pintu demografis di atas berlanjut sampai dengan akhir tahun 1970 yang juga didatangkan Orang Bali melalui program Transmigrasi, terutama bagi warga yang menjadi korban letusan Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Merapi yang meletus pada tahun 1963 yang berada di Jati Agung sekarang). Perkembangan lanjut kedatangan penduduk atas dasar kemauan sendiri (Swakarsa) tidak hanya di dominasi dari Jawa saja, akan tetapi juga dari daerah-daerah lain, seperti Bugis, Padang, Sumatera Selatan, dan lainnya, sehingga membuat Lampung menjadi daerah dengan Beragam Kaum. 
[bookmark: _Toc476564374]2.Pembahasan
Pola Interaksi
Keragaman kaum tadi jika kita deskripsikan dalam gambar, maka akan tampak penampang sbb:
[image: ]
Gambar : Interaksi Sosial  (Sudjarwo: 2005)
Keterangan  :
1 , 2,3,4,5,6 =  Adalah keragaman Suku yang ada di Lampung
Kondisi Sosial ini menjadikan Lampung sebagai daerah interaksi sosial bagi beragam suku ; yang secara sosiologis berpeluang untuk terjadinya perkawinan silang (amalgamasi), asimilasi, dan akulturasi. Fakta ini sekarang terbukti Lampung melahirkan generasi baru dalam abad ini yaitu “Generasi X “ yang merupakan generasi hasil dari perkawinan silang antaretnik yang ada. Jumlah mereka ini semakin  hari semakin banyak dan membesar, dan akan menggerus sedikit demi sedikit lingkar lain.  Penampang tersebut jika kita gambarkan akan tampak sebagai berikut :
[image: ]
Gambar : Penampang “ Generasi  X  “




Ciri-ciri dari Generasi X ini ialah :
 (1) tidak lagi berorientasi pada kesukuan:
Maksudnya karena mereka terlahir dari hasil perkawinan Amalgamasi (antarsuku); maka identitas kesukuan tidak lagi melekat pada mereka, ciri penggunaan kebahasaan menjadi “penanda” dari mereka ; yaitu lebih menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia dengan serapan beberapa diksi Betawi, sebagai alat berkomunikasi.
 (2) sangat mobile dalam hal kegiatan kehidupan apapun,.
Mobilitas sosial  baik secara horizontal maupun vertikal, menjadi “penanda kedua” pada kehidupan mereka. Mereka tidak memerlukan pekerjaan yang bersifat permanen, akan tetapi mobil/ dinamis. Merek lebih berorientasi in-come. Status sosial pada mereka bukan lagi pada jabatan yang tinggi, tetapi pada penghasilan yang banyak.
 (3) keeratan hubungan lebih didukung oleh media teknologi.
Produk teknologi adalah “darah daging sosial” mereka. Informasi dunia berada pada genggaman tangan mereka. Oleh sebab itu mereka sangat mengutamakan perlengkapan teknologi mutahir. Perjumpaan fisik bagi mereka tidak penting, mereka lebih mementingkan informasinya dan melalui dunia maya mereka akan berselancar menembus ruang dan waktu. Ini juga menjadi modalita mereka dalam mengubah status sosial dan pergantian jenis pekerjaan.
 (4) lebih bersifat pragmatis bahkan berkecenderungan egois.
Generasi ini bisa saja berada ditempat yang sama tetapi tidak berada ditempat yang sama. Secara fisik mereka berada disuatu tempat, tetapi mereka tidak saling berkomunikasi, karena mungkin saja diantara mereka sedang berkomunikasi dengan orang lain di benua lain. Mereka akan mengejar dan mengutamakan kepentingan pribadi, jika itu bersifat informatif.
 (5) medan interaksi yang dikembangkan lebih bersifat maya.
Akibat dari kondisi nomor empat di atas, maka generasi ini lebih suka mengembangkan interaksi  dalam dunia maya. Istilah istilah imajinatif menjadi bahasa simbol mereka. Diksi-diksi baru yang untuk sebagian generasi tua sangat asing seperti : Modus, lebay, labil, Alay, Gabut, PHP, Galau, Kepo, masih banyak lagi yang lain, adalah bahasa pergaulan mereka.

[bookmark: _Toc476564375]3.Kesimpulan
Generasi X ini seiring perjalanan waktu akan mendominasi Lampung di masa depan. Pada saat ini mereka sudah memasuki usia Sekolah Dasar, berarti 20 tahun kemudian mereka inilah yang akan lebih banyak berkiprah di semua lini kehidupan. Lampung sebagai “laboratorium sosial” akan menyemai “model Kebangsaan Baru” dan sekaligus menjadi prototype Indonesia masa depan. 
Pertanyaan tersisa sekarang “rekayasa sosial “ apa yang harus disiapkan dalam rangka menyongsong generasi ini. Tentu saja model pendidikan untuk mereka dan generasinya akan berbeda jauh dari yang ada sekarang. Perangkat Sosial, Sistem Sosial, bahkan Nilai Sosial akan berubah drastis begitu mereka ada pada tampuk pimpinan bangsa ini. 
 Sejarah kebangsaan akan hanya menjadi Arsip Kolektif, dan jika metodologi pembelajaran tidak ikut berubah, dihawatirkan konsep kebangsaan akan mengalami distorsi dan ini tentunya akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan yang   telah kita jaga selama iniWaktu belum terlalu terlambat ; maka kesiapan semua elemen bangsa untuk memikirkan disain kebangsaan masa depan untuk rumah Generasi X sudah begitu mendesak. Secara hipotesis hanya pendidikan lah sarana sosial yang memiliki peluang besar untuk membangun rumah kebangsaan masa depan yang menjadi rumah Generasi X..  
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[bookmark: _Toc476564379]1.Pendahuluan
Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupaka suatu keseluruhan. Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu (Rustam Ali Sodiqin, diakses pkl 11.45. 21 Agst 2016). 
Sistem adalah sebagai kesatuan dari unsur-unsur atau komponen yang saling berinteraksi guna mencapai tujuan. Hubungan antarelemennya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya. Hubungan ini merupakan hubungan fungsional, karena satu sama lain berfungsi sebagai sebab akibat dari lainnya. Hubungan serupa ini dalam kehidupan nyata banyak sekali contoh yang dapat kita ambil. 
Pendidikan sebagai suatu kebutuhan hidup manusia, tentunya berproses seiring dengan tugas perkembangan yang melekat pada periodesasi perkembangan pada manusia. Oleh sebab itu idealnya tugas perkembangan manusiaa itu sejalan dengan usia kronologisnya. Namun demikian pada kenyataannya bisa saja tidak sejalan, bahkan saling mendahului diantara keduanya. Oleh sebab itu di kalangan ahli pendidikan dikenal Pendidikan In-Formal, Formal, dan Non-Formal. 
Pendidikan sebagai proses dalam berkehidupan tidaklah berarti berjalan terpisah-pisah; akan tetapi merupakan rangkaian yang tak terpisahkan antara segmen satu dengan segman lainnya, dan proses ini berjalan sepanjang hayat manusia itu. Setiap segmen itu memiliki perbedaaan antara individu satu dengan individu lainnya, baik dalam bidang pengalaman belajar yang  diperoleh, maupun peristiwa pembelajaran yang dihadapi. Bisa saja fragmen kehidupan yang dihadapi sama, akan tetapi dalam menyikapi dan pengalaman individual yang diperoleh akan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. 
[bookmark: _Toc476564380]2.Pembahasan
Kurikulum dan Pendidikan
Kurikulum adalah rancangan pengalaman belajar yang disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selama ini pengertian kurikulum diartikan secara sempit diperuntukkan pada pendidikan formal dan non-formal. Jika itu dimaknai sebagai sesuatu yang tertulis, maka hal itu benar. Namun perlu diingat bahwa ada kurikulum yang tidak tertulis, beberapa ahli menyebutnya sebagai hidden curicullum (Sudjarwo : 2015). Kurikulum tak tertulis ini sebenarnya lebih luas dan sangat beragam tersedia pada Pendidikan In-formal, Formal, maupun Non-Formal. Menurut UU no. 20 tahun 2003, kurikulum adalah “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. (Bab I Pasal 1 ayat 19). (UU. Sisdiknas : 2003).
Kurikulum Pendidikan In-Formal
Pendidikan in-formal dilaksanakan dalam kehidupan keluarga; tentunya tidak mengenal kurikulum formal yang tertulis, akan tetapi pada lembaga ini proses pendidikan melalui proses sosial seperti sosialisasi, akulturasi, dan assimilasi. Bahan bakunya adalah tata laku atau norma yang hidup didalam keluarga itu. 
Pengenalan akan perilaku ; baik –buruk; suka – tidak suka, dan lain sebagainya justru merupakan proses pembelajaran dalam keluarga dengan kurikulum informalnya. Proses ini berjalan maju berkelanjutan, sehingga anggota keluarga tadi membentuk keluarga baru karena perkawinan. Pada keluarga baru tadi ada beberapa perilaku bawaan dari keluarga pertama yang terus terbawa menjadi kebiasaan, dan ini menjadi semacam  “penanda” dari garis turun keluarga tersebut bahkan berproses menjadi belife..
Kurikulum Pendidikan Formal
Pendidikan formal sangat mensyaratkan adanya kurikulum dalam proses pembelajaran; namun perlu dipahami bahwa kurikulum formal secara tertulis tidak lagi dibicarakan pada sajian ini; akan tetapi pembicaraan lebih pada kurikulum yang tidak tertulis. 
Perlu disadari bahwa proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di muka/di dalam kelas saja, akan tetapi juga berlangsung di luar kelas; bahkan di luar lembaga pendidikan. Pendidikan dalam hal ini menjadi “patron” bagi peserta didiknya, sehingga apa yang menjadi perilakunya akan menjadi kurikulum hidup bagi peserta didiknya. Sebagai contoh; banyak dosen yang tidak belajar ilmu Dedaktik-Methodik secara teeoritis keilmuan, tetapi begitu diaa menjadi dosen, maka dosen yang dijadikan patronnya, akan menjadi contoh panutannya dalam mengajar. Dengan demikian dosennya tadi telah menurunkan keteladanan kepada mahasiswanya melalui kurikulum kehidupan, yang semua itu berbentang panjang sejalan perjalanan studi mahasiswanya.
Kurikulum Pendidikan Non-Formal
Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Indonesia dimasukan dalam kategori pendidikan non-formal.  Di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 dan 27 disebutkan pedidikan non formal dan informal diakui keberadaannya oleh undang-undang sebagai pengganti/ pelengkap pendidikan formal. (UU Sisdiknas, 2003). Pembinaannya di bawah Ditjen PNFI, dahulu dikenal dengan nama Ditjen Pendidikan Luar Sekolah. Secara konsisten berfungsi melayani kebutuhan masyarakat. Kontribusi Ditjen PNFI bagi pendidikan masyarakat semakin luas dan perkembangannya menggembirakan.
Produk dari Pendidikan Non-Formal akhir-akhir ini dihargai setara dengan pendidikan formal. Ini dapat kita lihat diakomodasinya Tamatan Kejar Paket A,B,C menjadi setara dengan pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Bahkan alumni paket C dapat mendaftar mengikuti ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi. 
Secara keseluruhan bahwa pendidikan itu perjalanannya berproses, dan tidak dapat dipisahkan secara nyata antara lingkup informal, formal, dan nonformal. Sifat maju berkelanjutana ini jika digambarkan maka akan tampak sebagaai berikut:
[image: C:\Users\User\Downloads\Untitled-1 copy (1).jpg]
Gambar  
Proses Pertautan  Wilayah Pendidikan dilihat dari cakupan.
                       
Jika dilihat dari ilustrasi gambar di atas bahwa pendidikan itu berlangsung secara proses, dan pakem formal yang disebut dengan kurikulum itu hanya ada pada lembaga pendidikan formal dan non-formal. Namun demikian bukan berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terpaku pada kurikulum formal saja, akan tetapi juga dikontribusi oleh kurikulum tersembunyi (hidden curicullum) yang dimakalah ini diberi label “Kurikulum Kehidupan”. 
Berdasarkan konsep pemikiran di atas bahwa pendidikan itu berjalan tidak bisa sendiri-sendiri atau complementer, akan tetapi harus berproses berkelanjutan dan berkaitan dengan banyak hal. Oleh sebab itu Cony Semyawan mengatakan bahwa kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang siap menampung perubahan jaman (1983). Bahkan lebih jauh dijelaskan bahwa kurikulum merupakan komponen proses dalam penyelenggaraan pendidikan.  Atas dasar itu juga maka hasil pendidikan tidak dapat dilihat hasilnya secara cepat; akan tetapi haruslah melalui proses yang panjang juga dan waktu yang lama.
[bookmark: _Toc476564381]C. Kesimpulan
Hasil pendidikan tidak dapat dilihat atau dirasakan hasilnya dalam waktu singkat, karena penyelenggaraan pendidikan itu berjalan melalui proses. Oleh sebab itu Pendidikan adalah instrumen by disain dalam proses kehidupan manusia yang berlngsung sepanjang hayat.  
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[bookmark: _Toc476564384]ETIKA MORAL DALAM PEMBELAJARAN

GURU BIASA ADALAH GURU YANG MAMPU MENJELASKAN,
GURU BAIK ADALAH GURU YANG MAMPU MENDEMONSTRASIKAN
DAN GURU HEBAT ADALAH GURU YANG MAMPU MENGINSPIRASI 

[bookmark: _Toc476564385]1.Pendahuluan
Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia       dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan        mana yang benar dan mana yang        buruk. Perkataan etika atau lazim juga           disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-       nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku     manusia yang baik (Info Pendidikan : diunduh 4 Okt 2016).   Jenis-Jenis Etika. Pertama; Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan  rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Kedua,    Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.
Proses pembelajaran selama ini diberi makna dalam arti yang sempit ; yaitu transformasi ilmu pengetahuan yang berlangsung di dalam kelas, yang diselenggarakan oleh guru dan murid. Makna tersebut tidak salah, hanya saja belum mewadahi makna hakiki dari pembelajaran, yaitu transformasi itu bukan hanya materi pembelajaran, akan tetapi lebih jauh dari itu ; ialah sistem nilai yang melekat pada materi pembelajaran, metoda transformasinya, dan yang melakukan transformasi.
Aspek tata nilai ini oleh Oswal Kolpe disebut dengan berfikir tingkat tinggi, cakupannya adalah meliputi tiga istilah yang berkaitan dengan keterampilan berpikir, yang sebenarnya cukup berbeda; yaitu berpikir tingkat tinggi (higher order thinking), berpikir kompleks (complex thinking), dan berpikir kritis (critical thinking). Berpikir tingkat tinggi adalah operasi kognitif yang banyak dibutuhkan pada proses-proses berpikir yang terjadi dalam short-term memory. Berpikir kompleks Berpikir kritis merupakan salah satu jenis berpikir yang konvergen, yaitu menuju ke satu titik. Lawan dari berpikir kritis adalah berpikir kreatif, yaitu jenis berpikir divergen, yang bersifat menyebar dari suatu titik. adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian ((Info Pendidikan : diunduh 4 Okt 2016).   Bertolak dari konsep di atas; maka pembelajaran adalah proses mental yang berlangsung terus menerus;  dan ini dialami oleh spembelajar maupun pembelajarnya; oleh sebab itu dalam prosesnya memerlukan tata aturan ; terutama bagi mereka yang diberi tanggungjawab menyelenggarakan proses pembelajaran. Tata aturan ini mengikat secara fungsional, maupun moral.

[bookmark: _Toc476564386]2.Pembahasan
Bentuk Komitmen Moral
Proses pembelajaran adalah proses mental yang menyangkut manusia ; oleh sebab itu dalam penyelenggaraannya ada sejumlah etika harus dipenuhi, yaitu :
1. Adanya Rasa Tanggung Jawab
Bentuk tanggung jawab ini dari yang paling sederhana sampai pada hal-hal yang kompleks. Pada tingkat sederhana misalnya harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menggelar pembelajaran. Tataran komplek misalnya berkaitan dengan ranah yang akan dicapai setelah pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain bahwa sebelum melakukan proses pembelajaran, harus ada niat bahwa pembelajaran itu dilakukan dalam rangka memfasilitasi siswa utk mencapai kedewasaan.
2. Mengenal Peserta didik
Maksudnya ialah bahwa sebelum menggelar proses pembelajaran kita diharuskan utuk mengetahui latar belakang peserta didik. Hal ini dikarenakan akan mempermudah kita mengambil keputusan untuk menggunakan metode apa dalam menggelar proses pembelajaran. 
Esensi dari proses pembelajaran adalah mengubah perilaku peserta didik dalam arti luas, oleh sebab itu apapun upaya pembelajaran dilakukan, jika tidak menyentuh proses hubungan antara guru dengan murid ((Info Pendidikan : diunduh 4 Okt 2016).   maka usaha itu akan sia-sia. Dengan kata lain bahwa mengenal peserta didik adalah syarat esensial sebelum melakukan gelaran proses pembelajaran.
3. Memiliki Kurikulum
Kurikulum sebagai organisasi tatalaku yang akan dicapai atau diwujudkan; merupakan perangkat lunak yang harus disiapkan pendidik. Pembelajaran akan berarti jika kurikulum disusun sesuai dengan tujuan yang akan diwujudkan. Sebagai bentuk komitmen moral atas pertanggungjawaban peradaban manusia masa depan; maka kurikulum pembelajaran hukumnya wajib bagi pendidik dalam menyiapkannya. 
4. Memiliki Bahan Ajar yang akan disampaikan
Selanjutnya adalah materi apa yang akan disampaikan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, adalah hal yang tidak kalah penting. Materi pembelajar ini merupakan seperangkat bahan yang telah disusun sesuai dengan kurikulum untuk ditransformasi kepada peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Menguasai Metode Penyampaian (pedagogik, dedaktik-methodik)
Maksudnya adalah sebagus apapun materi, kurikulum, fasilitas pendukung lainnya; namun jika tidak menguasai metode penyampaian, maka boleh dikatakan proses pembelajaran itu hanya berhasil setengahnya. Setengah yang lain sangat tergantung bagaimana penguasaan metoda penyampaian, itu menjadi lebih penting. Bahan yang baik jika tidak disampaikan dengan baik, maka akan sia-sia. Penyampaian yang baik itu ialah jika kita menguasai metode penyampaian dengan baik.
6. Menampilkan Nilai-nilai Utama dalam kehidupan
Ada kuwajiban moral yang melekat dalam profesi pendidik yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran :
Cakupan dari point ke 6 ini ialah meliputi :
a.Menghargai martabat peserta didik
b.Tidak membedakan atas pelayanan akademik
c.memberikan hak-hak peserta didik
d.mengedepankan kejujuran dalam segala hal

Demikian 6 hal di atas menjadi semacam persyaratan substantif, selanjutnya akan menggiring menuju keberhasilan dalam membangun hubungan antara orang belajar dan yang mengajar Pertemuan pada lahan atau wilayah pembelajar menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Zamroni (2011). , peristiwa tersebut jika dideskrepsikan akan tampak sebagai berikut:
[image: C:\Users\User\Downloads\Niali Budaya.jpg]
Berdasarkan gambar di atas ternyata medan pembelajaran itu sebenarnya merupakan medan pertemuan tata nilai yang di bawa masing-masing oleh pelaku pembelajar. Medan pertemuan tersebut disebut dengan nilai budaya pembelajaran. Keberhasillannya akan ditentukan pada kurikulum dan pedagogik yang dilakukan guru.
[bookmark: _Toc476564387]3.Kesimpulan
Bahwa etika moral merupakan aspek yang mendasari keberhasilan dari proses  pembelajaran, oleh karena itu aspek metodologis merupakan hal yang sangat penting utk dikembangkan.
Pada proses pembelajaran penyelesaian methodologis sama pentingnya dengan penyelesaian substantif. Keduanya merupakan substantif secara etis dalam proses pembelajaran.
Pada proses pembelajaran tidak harus menghormati perbedaan individual dari peserta didik dan menempatkannya dalam kesetaraan pada aspek pelayanan.









[bookmark: _Toc476564388]DAFTAR PUSTAKA

Sudjarwo. 2015. Proses Sosial Dan Interaksi Sosial Dalam Pendidikan. Mandar Maju. Bandung.
Zamroni. 2011. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur. Gavin Kalam Utama. Yogjakarta.
 (Info Pendidikan : diunduh 4 Okt 2016). 
(Info Pendidikan : diunduh 4 Okt 2016).   


[bookmark: _Toc476564389]BAB. XVI
[bookmark: _Toc476564390]PENDEKATAN BUDAYA SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL

[bookmark: _Toc476564391]1.Pendahuluan
Menurut Koentjaraningrat (1985) kebudayaan, adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Dengan kata lain kebudayaan adalah himpunan produk hasil belajar manusia dalam menjawab semua tantangan kehidupannya. Pengertian hasil belajar pada konsep ini bukan hanya dalam pengertian formal, akan tetapi juga dalam cakupan informal, dan non formal.
Kebudayaan yang dihasilkan salah satunya dari membangun hubungan dengan orang lain, oleh ahli sosiologi disebut melalui Interaksi Sosial; yaitu adalah wilayah medan Fiducary sebagai tempat keterkaitan relasi sosial (Sudjarwo : 2000). Akan tetapi perlu diingat bahwa sekalipun individu itu membangun interelasi dengan banyak pihak, tetap saja masing-masing individu memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan ini merupakan embrio dari ciri kebudayaan yang melekat secara individual yang kemudian terbangun menjadi kebudayaan kolektif, manakala individu satu berinteraksi dengan individu lainnya. 
Bila individu satu dengan individu lain berinteraksi; maka sebenarnya mereka membawa modal sosial yang melekat yaitu tata nilai yang dianut oleh individu/kelompok, dalam berhadapan dengan individu/kelompok lain; yang juga  membawa modal sosial berupa tata nilai yang dianut. Bertemunya tata nilai tadi dalam medan interaksi; maka akan menggiring individu/kelompok pada peristiwa sosial berupa: sosialisasi, akulturasi, infiltrasi, dan atau asimilasi (Sudjarwo: 2015).
Beberapa teori sosiologi menyoroti peristiwa sosial terseebut dengan beragam penekanan, ada yang menonjolkan aspek pelaku sosialnya, ada yang menekankan pada aspek setting sosialnya, ada juga menyoroti dari aaspek struktur dan fungsi. Teori yang terakhir ini lebih tepat jika dipakai sebagai pisau analisis pada masyarakat beragam kaum; seperti halnya Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung sebagai miniatur Indonesia yang memiliki variasi etnik begitu beragam, namun etnik asli Lampung tidak otomatis lebur atau teredusi kepada etnik lain. Bahkan pada era otonomi etnik Lampung memiliki dominasi budaya lebih luas dan dalam, sekalipun jika dilihat dari jumlah populasi tidak begitu besar. Hal ini tentunya menarik untuk dianalisis, bagaimana peran budaya Lampung, ke dalam berperan sebagai katalisator, sedang keluar berperan sebagai dinamisator.  
Pengalaman sejarah sosial Provinsi Lampung yang cukup panjang, ternyata daerah ini sudah lama menjadi daerah koloni bagi kerajaan kerajaan yang hidup pada Zamannya. Sedangkan Kolonisasi 1905 yang dilakukan Belanda; hanya merupakan seting sejarah baru dalam arti tertib administratif modern saja; karena jauh sebelum itu Provinsi Lampung sudah menjadi daerah tujuan bagi beberapa etnik yang ada si Nusantara ini, untuk melakukan aktivitas ekonomi.
Resiko dari daerah yang menjadi tujuan kegiatan ekonomi adalah timbulnya konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Namun kenyataannya di Provinsi Lampung dalam catatan sejarah sosialnya belum pernah terjadi konflik besar-besaran; yang menghadapkan antaretnik untuk satu sama lain baku bunuh. Menjadi pertanyaan sosial adalah bagaimana peristiwa itu terjadi.
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Kajian Teoritis dan Praktis
Meminjam Teori Struktural Fungsional Talcot Parson maka budaya yang melekat pada individu/kelompok itu memiliki dua peran, yaitu: Peran Fungsi dan Struktur (Margaret M.Poloma:1979) . Oleh sebab itu dalam mengkaji budaya menurut teori ini, titik temu antara Struktur dan Fungsi menjadi sangat penting. Berpijak pada teori ini ; maka peran budaya untuk dijadikan alat penyelesaian konflik ternyata dimungkinkan.
Menggunakan pendekatan teori di atas ; maka kita dapat mengkaji mengapa Lampung terhindar dari konflik yang berkepanjangan, karena Lampung memiliki masyarakat aasli Lampung yang tangguh secara budaya. Ini dapat kita kaji melalui gambar berikut.  
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Gambar : Struktural dan Fungsional Budaya Masyarakat Lampung   (Sudjarwo 19-09-    2016)   


Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa :
Masyarakat Lampung memiliki falsafah yang paling hakiki adalah Fiil,  lambang martabat sebagai orang lampung, dan ini merupakan areal marwah yang paling tinggi dan harus dijaga ; oleh karena itu harus diberi penanda yaitu “bejuluk Beadeq”. Wilayah ini (dalam gambar warna merah), adalah wilayah hakiki darikehidupan pribadi orang Lampung. Demi menegakkan marwah ini Orang Lampung siap bebuat apa saja. Identitas inilah yang melekat erat pada keluarga batih. Keputusan-keputusan pada wilayah ini sangat sering bersifat final, tidak dapat diganggu gugat. Dominasi tokoh sentral (Orang Tua Laki-laki, Anak Tertua Laki-Laki) pada keluarga Batih ini merupakan simbol dari berdirinya Fiil yang menjaga marwah keluarga.
Tidak jarang kita menjumpai bahwa peristiwa sosial tampaknya sederhana dan simple, namun menjadi meledak hampir tidak terkendali; hanya karena kita tidak memahami peristiwa itu telah masuk zone merah seperti dalam gambar. Lebih ironis lagi peristiwa itu terjadi karena kelalaian para petugas atau aparat bahwa wilayah kerja mereka sebenarnya sudah masuk wilayah budaya, bukan hanya masalah hukum formal.
Sementara pada zone kuning; adalah wilayah dimana seleksi persoalan menjadi hal yang utama. Maksudnya bahwa jika persoalan-persoalan itu menyangkut martabat keluarga, maka menjadi prioritas. Sementara jika itu bukan menyangkut keluarga maka persoalan tersebut bukan skala prioritas mereka. Pada wilayah ini keluarga diartikan bukan hanya ibu/bapak/anak, tetapi lebih luas lagi dalam arti kerabat.
Sedangkan zone warna keabuan; adalah dimana seleksi persoalan begitu longgar. Pada zone ini yang penting adalah bentuk partisipatif sangat ditonjolkan, dalam arti bahwa sebagai keluarga besar menunjukkan sikap saja sudah cukup. Sikap dalam arti ikut menunjukkan partisipasi adalah parameter keadatan yang menonjol pada masyarakat Lampung. Nengah Nyappur merupakan simbol budaya keadatan untuk itu semua, dan merupakan penanda simbol untuk mewakili komunitas Lampung yang kental.
Sedangkan zona putih ; adalah wilayah paling luar yang merupakan perwujudan bahwa warga Lampung itu sangat gemar membantu orang lain dengan mengabaikan apa latarbelakang yang dibantu. Masyarakat Lampung sangat terkenal pada dasarnya sebagai warga masyarakat yang sangat peduli dengan orang lain. Pemakna simbol Sakai Sambayan sebagai penanda budaya, merupakan pengejawantahan dari sifat luhur dari masyarakat Lampung.

Kondisi Saat Ini
Persoalannya sekarang bahwa Wilayah Lampung ini didiami oleh berbagai suku, baik yang berasal dari wilayah Sumatera; maupun yang dari Pulau-Pulau lain, seperti dari Pulau Jawa. Secara populasi jumlah mereka lebih besar, akibatnya pola interaksi mereka menjadi begitu dominan. 
Demikian juga dengan munculnya perkawinan antarsuku (amalgamasi), maka konsekwensinya adalah munculnya budaya baru pada generasi lanjutnya. Pada waktu situasi normal, hal ini tidak banyak persoalan yang timbul, namun begitu ada gesekan sosial ; maka kita akan menemukan kesulitan untuk masuk pada sistem sosial yang ada, guna meredakan ketegangan akibat konflik.
Pengalaman selama ini menghadapi konflik antaretnik di Lampung lebih dahulu mengedepankan pendekatan keamanan. Pendekatan ini lebih bersifat pada “ memadamkan api ” ; baru setelah kondisi keamanan tercapai, maka pendekatan hukum dilakukan. 
Cara-cara tersebut untuk jangka pendek memang berhasil ; namun tidak jarang persoalan baru muncul , seperti kita memelihara api dalam sekam; saat-saat tertentu jika ada pemicu sedikit saja; maka ledakan sosial akan terjadi dengan cepat dan lebih dahsyat. Adapun beberapa hal yang mungkin menjadi pemicu diantaranya ialah :
a. akumulasi berbagai kepentingan
Maksudnya bahwa persoalan sosial tidak jarang disebabkan bukan karena satu variabel saja, bisa saja terjadi karena akumulasi dari sejumlah variabel  yang menjadi pemicunya.
b. hegemoni budaya dan lahan
maksudnya ialah ada semacam “tekanan sosial” bahwa budaya mayoritas ingin diikuti oleh semua pelaku budaya, padahal hal tersebut akan memarginalkan kelompok minoritas. Ini menjadikan potensi untuk menyulut kecemburuan sosial budaya yang untuk beberapa hal cukup membahayakan. Demikian juga halnya dengan penguasaan lahan. Hal ini juga meruapakan potensial konflik yang luar biasa.
c. stereotipe sosial 
Anggapan negatif pada orang lain di luar kelompoknya juga merupakan pintu masuk terjadinya konflik.  Pada umumnya kelompok minoritas membentengi dirinya dengan membangun stereotipe untuk kelompok lain. Tidak jarang pandangan negatif, dan cenderung merendahkan ini memicu terjadinya konflik.  
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Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa;
Pertama, bahwa pendekatan budaya adalah pintu masuk untuk melakukan pencegahan dan juga sebagai pintu masuk untuk melakukan “penyembuhan” untuk peristiwa konflik sosial.
Kedua, bahwa pendekatan budaya tidak mungkin bisa berhasil jika tidak disertai juga perbaikan ekonomi, karena aspek ini merupakan pendorong untuk terjadinya perbaikan kesejateraan, dan kesejahteraan adalah aspek pemeliharaan sosial yang sangat memungkinkan untuk dijadikan perisai sosial.
Ketiga, bahwa apapun pendekat an yang dilakukan ternyata kehadiran negara pada masyarakatnya jauh lebih penting dari segalanya. Masyarakat jangan dibiarkan sendiri mencari solusi masalah, tanpa kehadiran negara. Negara adalah lambang dari segalanya bagi warga negaranya.
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Provinsi Lampung yang memiliki sejarah panjang berkaitan dengan migrasi manusia, baik yang direncanakan dengan nama Kolonisasi ; kemudian berubah menjadi Transmigrasi. Atau juga Migrasi alami ; karena sebab-sebab tertentu. Namun demikian bukan berarti daerah ini tidak berpenghuni, justru daerah Lampung ini sejak zaman dahulu kala sudah didiami oleh warga Lampung, jauh sebelum dijadikan daerah sasaran Kolonisasi pada zaman Belanda.
Masyarakat Lampung mempunyai Falsafah Sang Bumi Ruwa Jurai (Sejarah Singkat Provinsi Lampung: 2015); yang maknanya adalah Masyarakat dengan dua garis keturunan, masing-masing melahirkan masyarakat beradat Pepadun dan masyarakat beradat Sebatin. Ada upaya memberikan arti luas bahwa Sang Bumi Ruwa Jurai dimaknai antara pendatang dan asli. Untuk hal itu tidak menjadi topik pembahasan pada makalah ini. 
Nenek moyang orang Lampung menurut Legenda berasal dari Negeri sekalabrak bernama Puyang Mena Tepik, dan menurut legenda juga bahwa nama Lampung itu karena daerah ini jika dilihat dari Laut sepeerti daerah yang mengapung. Sedangkan sifat-sifat orang Lampung seperti tertulis pada kitab Kuntara Raja Niti adalah sebagai berikut : (1) piil-pusanggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri), (2) Juluk-adok  (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya), (3) Nemui-Nyimah (saling mengunjungi unyuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu). (4) nengah-nyapur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis), dan (5) sakai-sambaian (gotong royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya ).
Provinsi Lampung yang memiliki penduduk beragam suku, dan masing-masing membawa dan mengkontribusi wilayah budaya; Dengan demikian ini menunjukkan bahwa Budaya Lampung sebenarnya juga dikontribusi bukan oleh orang lampung saja.  Pertanyaannya bagaimana ciri esensial dari mereka, sehingga terbangun suatu model interaksi diantara mereka. Bagaimana dampak interaksi tersebut seiring dengan perkembangan jaman. 
Analisis ini dilakukan dengan berdasarkan pada jumlah suku bangsa yang ada di Provinsi ini, yaitu Jawa, Banten, dan Bali. Suku lain bukan ditiadakan akan tetapi ditinjau dari kontribusi sosial yang memungkinkan lebih besar.
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B.1. Orang Jawa
Orang Jawa yang pergi merantau, dahulunya mereka menyebut pergi ke Tanah Sabarang; maksudnya ialah pergi menyeberangi laut mencari kehidupan yang lebih baik.  Maksud lebih baik adalah baik dari segi ekonomi maupun dari segi Ilmu Pengetahuan.  Namun tidak jarang perginya mereka dari tanah kelahiran karena persoalan harga diri, dalam konsep Jawa disebut “Wirang”. Kata Wirang terjemahan bebasnya “malu”, tetapi sebenarnya pengertiannya lebih dalam lagi yaitu malu karena harga dirinya tercampakkan.
Oleh sebab itu pada konsep budaya Jawa seseorang meninggalkan Tanah Kelahiran itu pada dasarnya disebabkan oeh dua hal saja, yaitu : Pertama “WIRANG” , maksudnya seseorang itu jika menanggung malu yang teramat sangat sampai pada tataran Wirang, maka dia akan memilih meninggalkan Tanah Kelahirannya. Kedua “KURANG”, maksudnya ialah kurang bisa dalam pengertian ekonomi, tetapi bisa juga dalam pengertian Pendidikan dan atau penguasaan Ilmu Pengetahuan. Pada Masyarakat Jawa pendidikan dimaknai bukan hanya sebagai simbol sosial, tetapi juga sebagai saarana mengubah status sosial. Oleh sebab itu untuk mewujudkannya mereka sanggup meninggalkan Tanah Kelahiran.
Proses pembentukan nilai-nilai ini sangat tergantung pada pola asuh yang dikembangkan oleh kedua orang tua di rumah. Oleh sebab itu penanaman nilai ini juga sangat tergantung kepada bagaimana Orang Tua memegang teguh prinsip nilai ini. Jika di rumah sudah terjadi pergeseran, maka otomatis sistem nilai pada anak-anak mereka juga mengalami pergeseran. Oleh karena itu bisa saja terjadi pada satu keluarga konsep Wirang lebih dominan dibandingkan konsep Kurang, sedangkan pada keluarga lain justru sebaliknya. Namun demikian ada juga yang kedua-duanya hidup ditengah keluarga.
Proses internalisasi nilai ini pada masa sekarang sudah banyak variabel yang ikut memberikan kontribusi. Seiring dengan kekomplekkan kehidupan yang menimbulkan beragam tantangan, kedua konsep itu bukan berarti hilang, akan tetapi cenderung berubah wujud. Perubahan ini bisa ke arah positif, atau ke arah negatif. Jika perubahan ke arah negatif hal itu yang membuat persoalan sosial.
B.2. Orang Bali
Orang Bali orientasi tata lakunya lebih kepada Perilaku Keagamaan. Oleh karena itu dimanapun Orang Bali Berada warna agamanya sangat menonjol, dan orientasi tata nilai juga cenderung sulit berubah. Oleh karenan itu budaya menjadi semacam penanda utama pada masyarakat Bali. Pola hidup seperti ini di bawa oleh Orang Bali kemanapun pergi. 
Salah satu konsep nilai pada masyarakat Bali dikenalnya PARAS POROS (Nengah Maharta, 2016) ; yaitu semangat kebersamaan, seia se kata dan sepenanggungan dalam menjaga keharmonisan. Lengkapnya slogan itu ialah; Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, Paras poros, Sarpanaya. Maksudnya ialah; bersatupadu saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong menolong.
Karena prinsip Paras Poros ini, maka masyarakat Bali terkenal dalam hal saling bahumembahu mengatasi kesulitan bersama, atau masalah bersama. Hal ini tampak sekali pada saat  masyarakat Bali menyelesaikan pekerjaan bersama seperti Upacara Ngaben, Upacara Keagamaan lainnya, kekompakkan mereka sangat tampak sekali. 
Nilai-nilai luhur seperti ini pada masyarakat Bali masih terinternalisasi dengan baik karena peran ibu dan para pemuka agama masih dominan. Hanya saja dengan adanya pengaruh Global seperti sekarang, ketangguhan mereka mendapatkan tantangan yang begitu besar.
B.3. Orang Banten
Orang Banten penyebarannya di Lampung boleh dikatakan merupakan kelompok pertama yang masuk daerah Lampung. Oleh sebab itu bukanlah hal yang asing jika kita jumpai hampir disetiap daerah Masyarakat Banten hadir di sana. Bahkan interaksi dengan Masyarakat Lampung sudah berlangsung jauh sebelum ada program Kolonisasi, hal ini dibuktikan di daerah Cikoneng ada perkampungan Orang Lampung.
Masyarakat Banten memiliki kekhasan yaitu peran KYAI dan JAWARA begitu besar (Sudjarwo. 2000), bahkan boleh dikatakan keduanya merupakan elite sosial dalam masyarakat Banten. Kiyai adalah pemuka agama yang dicirikan memiliki pesantren atau memiliki ilmu agama (Islam) yang melebihi rata-rata orang di daerahnya. Kyai ini juga dikenal dengan AJENGAN, walaupun semula Ajengan digunakan pada mereka yang berdarah bangsawan tetapi memiliki kemampuan keagamaan yang lebih. Sedangkan Jawara ialah mereka yang menguasai ilmu bela diri dan unsur mistik. Jawara seiring perjalanan waktu kata ini menjadi berkonotasi negatif.
Pada dasarnya Orang Banten diuntungkan secara sosiologis karena pengaruh ke dua kutub ini. Kutub Kyai lebih pada hal hal jalan kebenaran, sedangkan dari kutub Jawara diajarkan tiga hal yaitu : (1) Leber wawanen (berani dan militan), (2) Silih Wawangi (Sikap Kekeluargaan), (3) Kukuh kana Janji (berkomitmen).
Kyai sebagai salah satu sumber kepemimpian  tradisional dalam masyarakat, semakin diteguhkan kehadirannya jika memiliki sejumlah Jawara sebagai pengikutnya. Namun pada kenyatannya kedua kelompok ini di masyarakat saring rebutan pengaruh, sehingga ada semacam persaingan terselubung.
B.4. Orang Semendo/Ogan
Orang Semendo dan Orang Ogan secara eksisting berbeda, namun secara garis besar budayanya hampir sama. Konsep “JEME KITE” dengan “HANG DIRI”, pada dasarnya hampir sama.  Maksud yang terkandung dalam kedua kata itu sama, yaitu jika orang luar dari kelompok mereka sudah mereka anggap sebagai Jeme Kite pada Orang Semendo dan Hang Diri pada Orang Ogan, itu berarti mereka sudah menganggap keluatrga, wajib hukumnya untuk melindungi.
Untuk dapat pengakuan masuk pada wilayah budaya tadi tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak mudah. Salah satu diantaranya ialah adanya kepercayan penuh dari mereka terhadap orang yang akan masuk wilayah sosial mereka. Orang Semendo dan Orang Ogan memiliki kesamaan mereka lebih mendahulukan kepentingan kerabat dari pada kepentingan pribadi.
[bookmark: _Toc476564399]3.Interaksi Membangun Nilai
Pada kenyataannya di lapangan mereka berinteraksi membawa tata nilai sendiri-sendiri ; namun ada yang menarik ialah munculnya pemahaman bersama sehingga toleransi muncul diantara mereka. Menjadi persoalan jika toleransi yang dikembangkan adalah pada perilaku menyimpang. Oleh sebab itu harus dikembangkan nilai-nilai positif tadi menjadi modal dasar bagi tata pergaulan yang ada.




	MEDAN INTERAKSI



(Model Interaksi Sosial, Adopsi Sudjarwo. 2005)
Masing-masing etnik berinteraksi dan bertemu pada satu titik yaitu kebutuhan yang sama, dengan demikian faktor ekonomi dalam arti luas  menjadi pendorong utama yang dapat mempertemukan mereka. Pada pertemuan tersebut “dominasi” akan terjadi sekaligus “kooptasi”, pada masing-masing pihak. Siapa menjadi pemimpin seleksinya adalah pada dominasi dan kooptasi. Terlepas dominasi dan kooptasi tadi pada material atau non material.
Oleh sebab itu agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat negatif karena faktor dominasi dan kooptasi tadi diperlukan langkah-langkah cerdas.
Pertama, menghidupkan kembali tatalaku sosial adat yang selama ini mengalami mati suri, dibangun dalam konteks partisipatif dari bawah. 
Kedua, Harus ada kegiatan yang dapat menggerakkan mereka bersama, terutama pada generasi produktif, sehingga mereka memiliki penghasilan untuk kehidupan.
Ketiga, Harus ada campurtangan Pemerintah Daerah secara terencana dengan memberikan stimulan produktif.
[bookmark: _Toc476564400]4.Kesimpulan
Pertama, Budaya lampung yang merupakan sinergi dari beberapa subetnik yang berada di Provinsi Lampung memiliki kekuatan yang besar jika dimanfaatkan secara cerdas dan strategis.
Kedua, Budaya harus juga dapat memberikan manfaat secara nyata bagi para pelaku budaya, terutama pada Generasi muda.
Ketiga, pengertian budaya yang selama ini hanya dilabelkan pada aktivitas berkesenian harus dikembalikan kepada pengertian hakikinya yaitu menyangkut aspek tata laku bagi masyarakat pendukung budaya.
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Postur Anggaran Fungsi Pendidikan 2014 - 2015
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Gambar 1. Nilai Budaya dalam Struktur Pendidikan




